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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang 

Nomor 1106/Pid.Sus/2018/Pn.Plg Tentang Tindak Pidana Membantu Percobaan 

Aborsiadalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/Pn.PlgTentangTindakPidana Membantu 

Percobaan Aborsidan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/Pn.Plg Tentang Tindak 

Pidana Membantu Percobaan Aborsi. 

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian 

kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. 

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana 

membantu percobaan aborsi, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif . 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam 

putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus./2018/PN.Plg setelah 

hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan 

mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan 

memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana 

percobaan aborsi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 

penjara selama 4 (empat) tahun dan hukuman tambahan berupa mencabut izin 

praktik terdakwa sebagai dokter sebagaimana izin praktik nomor : 

456/IPD/845/DPMPTSP- PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik 

dokter dan dokter gigi atas nama dr. Wim Ghazali. Tinjauan hukum pidana Islam 

terhadap tindak pidana membantu percobaan aborsi menurut hukum pidana 

Islam, hukuman bagi pelaku adalah hukuman jari<mah ta’zi<r yang mana 

hukumannya ditentukan oleh ulil amri. Sedangkan keputusan hakim dengan 

mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan 

pidana  penjara selama 4 (empat) tahun dan hukuman tambahan berupa mencabut 

izin praktik terdakwa sebagai dokter. Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan 

terhadap terdakwa belum sesuai karena dalam hal ini hakim memutus pidana 

melanggar ketentuan pasal 77AUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak yang ancaman hukumannya sudah ditentukan ada dendanya, yaitu pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 

(satu milyar rupiah). 

Sejalandengankesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak 

hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana 

percobaan aborsi maupun yang membantu dengan memberikan hukuman yang 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak untuk memberikan keadilan dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak 

melakukan tindak pidana tersebut. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia saat ini dipenuhi dengan berbagai permasalahan 

sosial yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya yaitu 

praktik aborsi yang cenderung semakin meluas, memiliki dampak baik 

secara kesehatan, psikologi, maupun sosial. Data statistik Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menunjukkan bahwa sekitar 2,4 

juta jiwa kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Jumlah ini jauh 

lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang 

manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari 

kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit.
1
 

Realitanya aborsi dilakukan karena disebabkan beberapa faktor di 

antaranya, Pertama, faktor sosial, yaitu terjadinya perubahan sosial dalam 

masyarakat. Meskipun masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius 

dan menjunjung moralitas, namun dekadensi moral, persimifitas dalam 

pergaulan antar lawan jenis, devitalisasi peran agama dan keluarga, 

pornografi tanpa pendidikan seks, pergaulan bebas, secara langusung 

maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan 

praktek aborsi. Kedua, faktor ekonomi, kemiskinan akan menyebabkan 

seseorang melakukan berbagai cara meskipun harus melanggar norma dan 

                                                           
1 Syaifuddin Al Ayubi, dkk, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Penelitian 

KEISLAMAN, Vol 11, No. 2, Juli 2015. 
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hukum yag ada. Ketiga, faktor medis, kehamilan di usia muda dianggap 

sebagai penghalang dalam sekolah dan karir. Aborsi yang dilakukan 

bukan hanya didasarkan atas alasan medis. Bagi pengguna jasa, tindakan 

aborsi dilakukan dengan motif beragama seperti tidak kuat menanggung 

aib karena hamil diluar nikah. Sementara motif penjual jasa layanan 

adalah untuk mencari keuntungan.
1
 

Perihal aborsi ini bukanlah hal yang langka dan baru terjadi. 

Aborsi bagi sebagian orang bisa dijadikan sebagai jalan pintas yang 

dianggap aman akibat dilakukannya berbagai alsi negatif seperti 

pergaulan bebas, hubungan dengan lawan jenis, pornografi dan lain-lain. 

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mengatakan bahwa hal yang 

paling perlu mendapat perhatian diantara hak-hak manusia adalah hak 

hidup. Karena hal ini adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara 

hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh 

eksistensinya. 

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari 

bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.
2
 

Aborsi dalam literatur fiqh berasal dari bahasa arab al-ijhad, merupakan 

masdar dari ajhada atau dalam istilah lain disebut dengan isqat al-haml, 

keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa 

dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut 

                                                           
1 M. Yasir, “Aborsi Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum”, Jurnal Ahkam, Vol 9, No. 2, September 

2007. 
2 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2003), 2. 
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juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum 

waktunya.
3
 

Aborsi kadang disebut dengan abortus dan terdiri dari dua macam. 

Pertama, abortus spontan (spontaneous abortus), ialah abortus yang tidak 

disengaja. Abortus spontan bisa terjadi karena penyakit syphilis, 

kecelakaan dan sebagainya. Kedua, abortus yang disengaja (abortus so) 

dan abortus macam kedua ini ada 2 (dua) macam yaitu: a) Abortus 

artificialis therapicus, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas 

dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa 

membahayakan jiwa sicalon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang 

berat, anatar lain TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat, b) 

Abortus provocatus criminalis, ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar 

indikasi medis. Misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil 

hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang 

tidak dikehendaki.
4
 

Menurut fuqaha diantaranya seperti Al-Ghazali, aborsi adalah 

pelenyapan nyawa yang ada dijanin atau  merusakkan sesuatu yang sudah 

terkonsepsi (mauju<d al-h}asil), lebih  lanjut dikatakan bahwa pelenyapan 

nyawa didalam rahim adalah termasuk perbuatan jinayah karena fase 

kehidupan janin telah dimulai sejak terpancarnya sperma dalam vagina 

sehingga terjadi konsepsi. Ulama fiqh klasik berpendapat bahwa masa 

                                                           
3 Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan (Jakarta: 

Balai Penerbit FKHUI, 2002), 75. 
4 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam (Jakarta: CV Haji Masagung, 

1992), 77-78. 
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kehamilan yang paling singkat adalah 6 bulan. Oleh karena itu, 

perempuan yang melahirkan pada usia genap enam bulan tidak dapat 

digunakan sebagai ijha<d karena ia dianggap melahirkan secara normal. 

Adapun al–ijha<d yang dimaksud oleh syar’i adalah ‚mengakhiri masa 

kehamilan sebelum proses persalinan yang wajar, yakni sebelum bulan 

keenam dari proses pembuahan‛. Dari beberapa uraian tentang pengertian 

aborsi di atas maka menurut penulis aborsi adalah pengeluaran janin dari 

rahim seorang ibu, baik yang disengaja atau yang terjadi secara 

spontanitas sebelum usia kehamilan sempurna.
5
 

Dalam firman Allah surat al-Isra’ ayat 31: 

           

   

Artinya: ‚Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka 

dan juga kepadamu‛.Sesungguhnya membunuh mereka adalah 

suatu dosa yang besar‛.
6
 

 

Di dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa aborsi merupakan 

tindakan yang sangat memalukan dan sangat diharamkan. Yusuf Qaradwi 

mengatakan, bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum 

Islam, praktek aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap 

makhluk hidup, oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang 

                                                           
5 Ibid, 76. 
6 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Jabal, 2010), 284. 
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melakukannya. Hal yang sama dikemukkan oleh Muhammad Mekki 

Naciri, bahwa semua literatur hukum islam dari mazhab-mazhab yang ada 

tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang 

benar.
7
 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dimana hukum menjadi 

panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di 

Indonesia. Hukum masalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya agar 

tercapai suatu supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.
8
 

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku 

kejahatan tindak pidana aborsi diatur dalam pasal 77 A Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya: 

‚Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang 

masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak 

dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.‛
9
 

Bagi orang yang membantu atau mencoba membantu 

menggugurkan atau mengaborsi anak yang berada didalam kandungan 

                                                           
7 Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram (Bandung: Penerbit Jabal, 2013), cet 12, 184. 
8 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II (Jakarta: Balai Pustaka, 

1993), 89. 
9 Undang-undang Republik Indonesia pasal 77 A Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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(janin) siapapun dan apapun profesinya pantaslah dia memperoleh 

hukuman dari pemerintah atau aparat penegak hukum. 

Berbagai kejahatan telah marak di masyarakat, baik itu kejahatan 

yang telah dilakukan atau hanya sekedar percobaan melakukan kejahatan, 

terkadang seseorang yang akan melakukan tindak pidana dimulai dengan 

adanya suatu percobaan, dengan adanya percobaan seseorang yang akan 

melakukan tindak pidana tersebut bisa jadi akan melakukan suatu tindak 

pidana akan tetapi jika percobaan tersebut berhasil maka hal tersebut 

sudah menjadi suatu tindak pidana. 

Ada kasus tentang hal tersebut, lalu penulis tertarik untuk 

meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis kasus dari 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang 

percobaan aborsi yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Dr. Wim 

Ghazali Warak bin H. Wahni Warak, perbuatan yang dilakukan terdakwa 

yakni mencoba melakukan aborsi. Terdakwa melakukan perbuatan 

tersebut di tempat prakteknya yakni Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 

2 di Jalan Sudirman No.102 Palembang. Sebelum perbuatan terdakwa 

selesai, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang 

diantaranya Beben Bentar Hery Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan 

Daniel Nataldo Lubis yang langsung mengamankan Terdakwa dan 

Nurmiyati Alias Mia (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang 

berusaha menggugurkan kandungannya. Perbuatan terdakwa melanggar 

pasal 77 A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 

Pasal 53 Ayat (1) KUHP.  Majelis hakim memutuskan terdakwa dengan 

dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, yakni dengan pidana 

penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan berupa mencabut 

izin praktek Terdakwa sebagai dokter sebagaimana izin praktek 

Nomor:456/IPD/845/DPMPPTSP-PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 

tentang izin praktek dokter dan dokter gigi atas nama Dr. Wim Ghazali. 

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana tersebut 

kurang tepat, karena tidak sesuai pada pasal yang digunakan yakni pidana 

penjara dan pidana denda. Mengingat dalam pasal  77 A UU RI Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang 

ancaman hukumannya sudah ditentukan, yaitu pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

milyar juta rupiah). Memang dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki 

kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, 

akan tetapi hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah 

dibuat Undang-undang karena Undang-undang sudah menentukan 

ancaman hukuman secara tertulis (formal). 

Pengadilan Negeri Palembang memberi putusan kepada pelakunya 

sebagai hukuman. Kemudian putusan tersebut apakah sesuai atau tidak 

dengan Hukum Pidana Islam, sebab itu penulis menyusun judul ‚Tinjauan 
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Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Percobaan Aborsi (Studi 

Putusan 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg)‛. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah ialah mengenali berbagai faktor penyebab 

timbulnya suatu masalah.
10

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah 

diatas, penulisan mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai 

berikut: 

1. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Terhadap tindak pidana membantu 

percobaan aborsi. 

2. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan 

Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg  terhadap tindak pidana membantu 

percobaan aborsi. 

3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana membantu 

percobaan aborsi. 

4. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana membantu 

percobaan aborsi. 

Sedangkan untuk membatasi masalah, maka ditetapkan batasan 

masalah yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut: 

                                                           
10 J. Supranto, MA, APU, Motode Penelitian Hukum dan Statistik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2003), 6. 
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1. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam putusan Nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Terhadap tindak pidana membantu 

percobaan aborsi. 

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap dasar putusan hakim Nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang tindak pidana membantu 

percobaan aborsi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 

secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan 

memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan 

Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang tindak 

pidana membantu percobaan aborsi? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan 

Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang tindak 

pidana membantu percobaan aborsi? 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian masalah tentang aborsi sudah banyak sekali ditemukan 

dalam buku atau dalam karya-karya ilmiah. Tetapi penelitian tentang 
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tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan aborsi 

sulit ditemukan, dan sepanjang pengetahuan penulis tentang aborsi yang 

telah dibahas oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya antara lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anisah didalam skripsinya yang 

berjudul ‚Tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 

Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Anak dalam Kandungan (Studi 

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/Pn.Trk‛ inti dari skripsi tersebut yaitu 

dasar putusan hakim mengenai tindak pidana kekerasan yang 

menyebabkan kematian anak dalam kandungan, dalam hal ini hakim 

memberikan hukuman yang sangat ringan, yang seharusnya diberikan 

hukuman maksimal yaitu menurut pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76 C 

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014.  Kekerasan yang menyebabkan 

kematian terhadap anak dalam kandungan, menurut hukum islam 

terdakwa dikenakan hukuman ghurrah (diyat janin).
11

 

Kedua, Siti Khotijah yang menulis skripsi berjudul ‚Putusan 

Pengadilan NegeriSurabaya No.149/Pid.B/1999 tentang tindak pidana 

aborsi yang dilakukan oleh dokter kebidanan dalam perspektif hukum 

Islam menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak 

pidana aborsi sehingga dihukum selama enam bulan satu minggu dan dia 

harus membayar denda sebagai ongkos perkara sebesar lima ribu rupiah. 

                                                           
11 Anisah, “Tinjauan hukum Pidana Islam TerhadapTindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan 

Kematian Anak dalam Kandungan (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/Pn.Trk)” (Skripsi—

UIN Sunan Ampel, Surabaya 2017). 
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Sedangkan dalam perspektif hukum Islam Bahwa pelakunya mendapat 

hukuman atau sanksi didunia yaitu mendapat dosa besar, terkena denda, 

diyah kalimah dan kifarah, sedangkan sanksi diakhirat yakni neraka 

jahanam, murka Allah, laknat Allah dan siksaan yang berat.
12

 

Ketiga, Adha Ramadhan didalam skripsinya yang berjudul 

‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Aborsi yang dilakukan 

oleh Anak dibawah Umur Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 

368/Pid.B/2016/PN.Gresik‛ pokok pembahasannya yaitu tentang sanksi 

yang diberikan kepada anak dibawah umur menurut hukum positif sudah 

tepat, yakni terdakwa dikembalikan kepada orang tua terdakwa. 

Sedangkan menurut hukum pidana Islam terdakwa dikenakan hukuman 

diyat.13
 

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin 

menunjukkan bahwa pembahasann judul skripsi ini berbeda dengan 

pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus pembahasan 

skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim terhadap 

putusan Pengadilan Negeri Palembang Nmor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg 

tentang tindak pidana percobaaan aborsi dan tinjauan hukum pidana Islam 

terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang tindak pidana percobaaan aborsi. 

                                                           
12 Siti Khotijah, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.149/Pid.B/1999 Tentang Tindak Pidana 

Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Kebidanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Skripsi---

Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah, 2005). 
13

 Adha Ramadhan, didalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap 

Sanksi Aborsi yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik 

Nomor 368/Pid.B/2016/PN.Gresik” (Skripsi---Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah 

Jinayah, 2016). 
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Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan Nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg sebab dalam putusan tersebut, hakim 

memberikan sanksi hanya hukuman penjara saja, padahal sudah ada 

ketentuannya jika harus ada dendanya dalam Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan atasa Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Letak perbedaan pembahasan skripsi dengan pembahasan skripsi 

terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas 

mengenai pertimbangan hukum hakim yang kurang memperhatikan 

ketentuan pasal dalam Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan atasa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka 

skripsi ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan 

Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang tindak 

pidana membantu percobaan aborsi. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg 

tentang tindak pidana membantu percobaan aborsi 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya: 

1. Dari segi teoritis, dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau 

pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada 

kesamaan serta dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan 

tentang hukum pidana Islam, terutama tentang tindak pidana 

percobaan aborsi dalam tinjauan hukum pidana Islam. 

2. Dari segi praktis,  dapat dijadikan acuan oleh masyarakat, pemerintah 

maupun menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

tentang tindak pidana percobaan, khususnya tindak pidana percobaan 

aborsi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, 

penyuluhan khususnya bagi penegak hukum di Pengadilan Negeri 

Palembang serta bagi praktisi hukum pada umumnya. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman maksud dari masalah yang 

dibahas, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan yang berkaitan dengan 

hukum bagi tindak pidana, yang bersumber dari al-Qur’an, Sunnah 

dan pendapat para ulama tentang ta’zir.14
 

                                                           
14 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,1997), 1. 
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2. Percobaan aborsi adalah usaha untuk mencoba melakukan suatu 

tindak pidana percobaan aborsi. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif.
15

 Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang 

diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data primer dan 

sumber data sekunder yang menjelaskan tentang Tinjauan Hukum 

Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang tindak pidana Percobaan Aborsi. 

2. Sumber Data 

Berdasarkan data-data diatas, penulis menggunakan dua sumber 

data yaitu antara lain: 

a. Sumber data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki 

otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-

                                                           
15 Fakultas Syariah dan Hukum UN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: 

t. p, 2016), 10. 
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undangan dan putusan hakim.
16

 sumber primer dalam penelitian 

ini yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg yang diperoleh langsung dari Direktori 

Putusan Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak. 

b. Sumber data sekunder 

Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi dalam 

bukunya Penelitian Hukum (Legal Research) menjelaskan bahwa 

data sekunder didapatkan dari sumber berupa buku-buku teks 

hukum, kamus hukum, Ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal 

hukum.
17

 Adapun buku-buku literatur yang dipakai yaitu antara 

lain: 

Syaifuddin Al Ayubi, dkk, Aborsi Dalam  Perspektif Hukum 

Islam, Jurnal Penelitian KEISLAMAN, Vol 11, No. 2, Juli 2015. 

M. Yasir, Aborsi Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum, Jurnal 

Ahkam, Vol 9, No. 2, September 2007. 

John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, 

2003. 

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak 

Reproduksi Perempuan, 2002. 

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 

Jilid II, 1993. 

                                                           
16 Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52 
17 Ibid., 90. 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 

Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram, 2013. 

A. Djazuli, Fiqh Jinayah, 1997. 

Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam, 

1992. 

Uddin, ReinterprestasiHukum Islam tentangAborsi, 2007. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka dipergunakan teknik  yaitu  studi dokumentasi. Studi 

dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau 

dilakukan melaui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan 

putusan digandakan. Dokumen yang diteliti adalah putusan 

Pengadilan Negeri  Palembang tentang tindak pidana percobaan 

aborsi putusan 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.
18

 Teknik 

deskriptif analisis adalah mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data 

yang bersifat umum tentang tindak pidana aborsi kepada 

                                                           
18

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23. 
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permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan Pengadilan 

Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.dan relevansinya 

dengan hukum pidana Islam. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun skripsi yang berjudul ‚Tinjauan Hukum Pidana  

Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Membantu Percobaan 

Aborsi‛ diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat 

diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran 

tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah memuat tentang landasan teori yang berisi 

tentang tindak pidana percobaan aborsi dalam hukum pidana Islam dan 

juga hukum positif. Jari<mah ta’zi<r yang meliputi: pengertian tindak 

pidana atau jari<mah, pengertian jari<mah ta’zi<r, dasar hukum ta’zi<r, unsur-

unsur ta’zi<r, macam-macam sanksi hukuman jari<mah ta’zi<r, fase-fase 

pelaksanaan jari<mah. 
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Bab ketiga adalah memuat tentang deskripsi kasus tindak pidana 

percobaan aborsi, serta dasar putusan hakim terhadap tindak pidana 

percobaan aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. 

Bab keempat adalah memuat tentang analisis hukum pidana Islam 

dan hukum pidana positif terhadap pertimbangan hukum hakim tentang 

tindak pidana percobaan aborsi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap 

pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang 

Nomor  1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. 

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan 

berisikan kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

JARI<MAH  TA’ZI<R   DAN  TURUT SERTA PERCOBAAN ABORSI DALAM 

HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Jari<mah Ta’zi<r 

1. Pengertian Tindak Pidana atau Jari<mah 

Menurut bahasa kata jari<mah berasal dari kata ‚jarama‛ kemudian 

bentuk masdar ‚jara<matan‛ yang artinya yaitu perbuatan dosa, perbuatan 

salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan ‚jari<m‛, dan yang 

dikenai perbuatan itu adalah ‚mujrom ‘alaihi‛.
1
 

Menurut istilah para Fuqaha’ yang dinamakan jari<mah yaitu 

‚larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman h}ad atau 

ta’zi<r‛.
2
 

2. Pengertian Jari<mah Ta’zi<r 

Kata ta’zi<r merupakan bentuk masdar dari kata ‚’azara‛ yang 

artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan 

pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam 

had, kifarat  maupun didalam qisa<s.
3
 

Seperti dalam firman Allah SWT berikut: 

           

                                                           
1 Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta:BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2. 
2 Abdul Qadir Audah, Al Tasyri’ al Jina’iy al Islami (Beirut: Muasasah al Risalah, 1992), 65. 
3 Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 

139. 
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Artinya: ‚supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 

menguatkan agama-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih 

kepada-Nya diwaktu pagi dan petang‛. (Q.S. Al-Fath (48): 9)
4
 

 

Para fuqaha mengartikan ta’zi<r dengan hukuman yang tidak 

ditentukan oleh al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang 

melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi 

pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi 

kejahatan serupa. Akan tetapi menurut istilah, Imam Al Mawardi 

mengemukakan ta’zi<r itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (jari<mah) 

yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.5 

Semua kata ‘azzara mengandung pengertian membantu. Jika 

dikaitkan dengan kata ‚hukuman‛, kata tersebut berarti hukuman yang 

bersifat mendidik. Sedangkan dalam pengertian terminologis, ta’zi<r  berarti 

hukuman karena tidak dinyatakan Allah dan rasul-Nya secara tegas yang 

dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang tidak dikenai 

hukuman qisa<s atau h}udu<d. Artinya, ta’zi<r merupakan sanksi yang tidak 

ditentukan secara pasti dalam nash. Hukuman ta’zi<r adalah hukuman yang 

bersifat mendidik. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa bentuk dan 

kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman diya<t atau h}udu<d. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zi<r adalah 

hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan 

kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaanya. Dalam 

                                                           
4 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 513. 
5 Ahmad Wardi Muslich,  Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fikih Jinayah” (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), 19. 
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penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya 

secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan 

hukuman untukmasing-masing jarimah ta’zi<r, melainkan hanya untuk 

menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai 

yang seberat-beratnya.
6
 

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan, baik untuk 

bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk 

hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan 

khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial 

dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada 

keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis dari 

tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-Undang.
7
 

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jari<mah ini kepada 

penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan 

kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing- 

masing. 

Maksud dari dilakukannya ta’zi<r adalah agar si pelaku mau 

menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. 

Pelaksanaan hukuman ta’zi<r bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi 

h}udu<d. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, 

                                                           
6 Ibid. 
7 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 
 

 

 

majikan terhadap budaknya, hanya sebatas pada sanksi ta’zi<r, tidak 

sampai pada sanksi h}udu<d.8 

Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa ta’zi<r adalah 

sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jari<mah yang melakukan 

pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun dengan hak 

manusia dan tidak termasuk kedalam kategori h}udu<d atau kaffa<ra<t. 

Karena ta’zi<r  tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur’an dan hadist, 

maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan 

jenis dan ukuran sanksi ta’zi<r, harus tetap memperhatikan petunjuk nash 

secara teliti karena menyangkut dengan kemaslahatan umum. 

3. Dasar Hukum Jari<mah Ta’zi<r 

Pada jari<mah ta’zi<r al-Quran dan hadis tidak menerapkan secara 

terperinci, baik dari segi bentuk jari<mah maupun hukumannya. Dasar 

hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jari<mah ta’zi<r  adalah at-ta’zi<r 

yadu<ru ma’a maslah}ah, yang artinya yaitu hukum ta’zi<r didasarkan pada 

pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip 

keadilan dalam masyarakat. 

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Quran yang dijadikan 

landasan adanya jari<mah ta’zi<r adalah Quran surat al-Fath ayat 8-9 yang 

berbunyi: 

                                                           
8 Ibid. 
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          

       

Artinya: ‚Sungguh, Kami Mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, 

pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu 

semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 

(agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya 

pagi dan petang.
9
 

 

Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan menterjemahkan 

watu’azi<ruhu sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya 

kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu 

diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana 

yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib. 

Adapun hadis yang dijadikan sebagai dasar adanya jari<mah ta’zi<r 

yaitu sebagai berikut: 

a. Hadis Nabi yang artinya ‚Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari 

kakeknya, bahwa Nabi SAW. Menahan seseorang karena disangka 

melakukan kejahatan‛.
10

 

b. Hadis Nabi yang artinya ‚Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia 

mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: ‘Tidak boleh dijilid di atas 

sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh 

Allah Ta’ala‛.
11

 

                                                           
9 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 511. 
10 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah. . . , 140. 
11 Ibid., 141 
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c. Hadis Nabi yang artinya ‚Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW 

bersabda: ‚Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak 

pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam  

h}udu<d‛.
12

 

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi 

ta’zi<r dalam syariat islam. Hadis pertama menjelaskan tentang 

tindakanNabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk 

memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan 

orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau 

mengulangi perbuatan tindak pidana. Hadis kedua menjelaskan tentang 

batas hukuman ta’zi<r  yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan 

untukmembedakannya dengan jari<mah h}udu<d. Dengan batas hukuman ini, 

dapatdiketahui mana yang termasuk jari<mah h}udu<d dan mana yang 

termasuk jari<mah ta’zi<r. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa 

yangtermasuk jari<mah h}udu<d adalah zina, qadzaf, meminum khamr, 

pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan. Selain dari jari<mah-

jari<mah tersebut, termasuk jari<mah ta’zi<r meskipun ada juga beberapa 

jari<mah yangdiperselisihkan oleh para fuqaha, di antaranya mengenai 

liwath (homoseksual atau lesbian). Dan sedangkanhadis ketiga mengatur 

tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zi<r yangbisa jadi berbeda-beda 

penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.
13

 

                                                           
12 Ibid., 
13 Ibid., 142. 
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Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk 

jari<mah h}udu<d dan jari<mah ta’zi<r, antara lain tindakan Sayyidina Umar 

binKhaththab ketika melihat seseorang yang menelentangkan seekor 

kambing untuk disembelih. Setelah ditelentangkan, ia baru mengasah 

pisau. Khalifah Umar mencambuk orang itu dan berkata : ‚Asahlah dulu 

pisau itu‛.
14

 

4. Jenis-jenis Jari<mah Ta’zi<r 

Adapun jenis-jenis jari<mah ta’zi<r, yang pembagiannya yaitu 

sebagai berikut:
15

 

a. jari<mah h}udu<d atau qisa<s-diya<t yang tidak memenuhi syarat akan 

dikenai atau dijatuhi sanksi ta’zi<r. Contohnya yaitu percobaan 

pencurian, percobaan pembunuhan, percobaan perampokan dan 

percobaan perzinaan. 

b. Jari<mah ta’zi<r yang jenis jari<mahnya sudah ditentukan oleh nash al-

Qur’an dan hadits, tetapi sanksinya oleh syar’i diserahkan kepada 

penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, riba, mengingkari janji, 

mengkhianati amanat dan menghina agama.
16

 

c. Jari<mah ta’zi<r dan jenis sanksinya yang secara penuh menjadi 

wewenang penguasa atau ulil amri demi terealisasinya kemaslahatan 

umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling 

utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, 

                                                           
14 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009). 180. 
15 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: AMZAH, 2013), 143. 
16 Ibid., 145. 
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penipuan, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah 

lainnya, dan lain-lain. 

 

5. Macam-macam Sanksi Jari<mah Ta’zi<r 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi 

ta’zi<r itu beragam. Mulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman 

yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-

hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jari<mah 

serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman ta’zi<r antara lain : 

1. Hukuman Mati 

Pada dasarnya menurut syari’at Islam, hukuman ta’zi<r 

adalahuntuk memberikan pengajaran (ta’di<b) dan tidak sampai 

membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum ta’zi<r  tidak boleh ada 

pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi 

beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum 

tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan 

umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat 

tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti 

mata-mata, pembuat fitnah, residivis yangberbahaya. Namun menurut 

sebagian fuqaha yang lain, di dalam jari<mah ta’zi<r  tidak ada hukuman 

mati.
17

 

                                                           
17Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 299. 
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Hukuman mati sebagai sanksi ta’zi<r tertinggi hanya diberikan 

kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, 

keamanan, dan ketertiban masyarakat, disamping sanksi hudud yang 

tidak memberi pengaruh baginya. 

2. Hukuman Cambuk 

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi 

hukuman jilid dalam ta’zi<r. Menurut pendapat yang terkenal 

dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa 

karena hukuman ta’zi<r  didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan 

atas dasarberat ringannya jari<mah. Imam Abu Hanifah dan 

Muhammad berpendapatbahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam 

jari<mah ta’zi<r  adalah 39 kali, danmenurut Abu Yusuf adalah 75 kali.
18

 

Sedangkan dikalangan mazhab Syafi’i ada tiga pendapat. 

Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan 

Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu 

Yusuf.Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman jilid 

dalam ta’zi<r  boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, 

dengan syarat bahwa ta’zi<r yang dilakukan hampir sejenis dengan 

jari<mah h}udu<d.
19

 

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga 

diantaranyasama dengan pendapat madzhab Syafi’i diatas. Pendapat 

keempatmengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan 

                                                           
18 Ibid. 
19 Ibid., 307. 
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jari<mah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap 

jari<mah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman 

jari<mah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan 

bahwa hukuman ta’zi<r  tidak boleh lebih dari 10 kali.
20

 

3. Hukuman Penjara 

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, 

yaitu al-h}absu dan al-sijnu yang keduanya bermakna al-man’u, yaitu 

mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-h}absu ialah 

menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar 

hukum, baik itu dirumah, masjid maupun di tempat lain. Demikianlah 

yang dimaksud dengan al-h}absu dimasa Nabi dan Abu Bakar. Akan 

tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan 

Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4000 

dirham untuk dijadikan penjara. 

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan para ulama 

membolehkan ulil amri untuk membuat penjara. Para ulama yang 

memperbolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang 

memenjarakan Zhabi’ bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), 

Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah dan 

Rasulullah SAW yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu 

proses persidangan. Menegani tindakan yang terakhir, hal ini beliau 

lakukan karena khawatir si tertuduh tersebut melarikan diri, 

                                                           
20 Ibid. 
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menghilangkan barang bukti dan mengulang untuk melakukan 

kejahatan tersebut.
21

 

4. Hukuman Salib 

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jari<mah gangguan 

keamanan (hira<bah), dan untuk jari<mah ini hukuman tersebut 

merupakan hukuman h}ad. Akan tetapi untuk jari<mah ta’zi<r hukuman 

salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, 

melainkan si terhukum si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak 

dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi 

dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban 

ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.
22

 

5. Hukuman Ancaman (Tahdi<d) , Teguran (Tanbi<h) dan Peringatan 

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta’zi<r, dengan 

syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. 

Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum 

dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.
23

 

6. Hukuman Pengucilan (al-H}ajru) 

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman 

ta’zi<r yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah 

melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut 

                                                           
21 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 152. 
22 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam. . . , 314. 
23 Ibid., 315. 
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serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin 

Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyah.
24

 

7. Hukuman Denda (al-Ghara<mah) 

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari’at Islam sebagai 

hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih 

tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali 

harga buahtersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan 

perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap 

orang yang menyembunyikan barang hilang.
25

 

 

B. Turut Serta Dalam Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Turut Serta 

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah al-

isytira>k. Turut serta dalam hukum pidana Islam disebut al-isytira>k fi> al- 

jari<mah atau isytira>k al- jari<mah. Apabila dikaitkan dengan pidana seperti 

pencurian dan perzinaan, ungkapan ini disebut delik penyertaan pencurian  

atau perzinaan.
26

 

Secara terminologis, turut serta berbuat jari<mah yaitu melakukan 

jari<mah secara bersama-sama, baik adanya kesepakatan, kebetulan, 

menghasut, menyuruh, memberi bantuan, dan lain-lain. 

                                                           
24 Ibid., 314. 
25 Ibid., 316. 
26 Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 104. 
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Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa pelaku 

jari<mah setidaknya minimal ada dua, baik disepakati bersama, kebetulan, 

sama-sama melakukan, atau memberi fasilitas terjadinya suatu jari<mah.
27

 

 

2. Bentuk Turut Serta Melakukan Jari<mah 

Adakalanya suatu jari>mah dilakukan oleh seseorang dan 

adakalanya dilakukan oleh banyak orang. Apabila perbuatan tersebut 

dilakukan oleh  beberapa orang maka bentuk kerjasama  di antara mereka 

adalah:  

a. Pembuat melakukan jariah bersama orang lain, artinya jari<mah 

dilakukan bersama-sama secara kebetulan. 

b. Adanya kesepakatan antara pembuat dengan orang lain dalam 

melakukan  jari<mah. 

c. Pembuat menyuruh orang lain untuk melakukan jari<mah. 

d. Adanya pemberian bantuan atau kesepakatan untuk melakukan 

jari<mah  dengan segala cara tanpa turut berbuat.
28

 

Fuqaha membedakan antara turut berperan secara langsung 

dengan berbuat tidak langsung yaitu: 

a. Pelaku yang turut berbuat secara langsung disebut dengan sha>rik 

muba>shir, sedangkan perbuatannya disebut isytira>k muba>shir.  

b. Pelaku yang tidak turut berbuat secara langsung disebut sha>rik 

mutasabbib, sedangkan perbuatannya disebut isytira>k bi al-tasabbub.  

                                                           
27 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 55. 
28 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 136. 
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Perbedaan di atas yaitu pada orang pertama menjadi kawan nyata 

dalam melakukan jari<mah, sedangkan yang menjadi sebab adanya jari<mah 

yaitu orang kedua. Meskipun karena janji-janji menyuruh menghasut atau 

bahkan memberikan bantuan tetapi tidak ikut secara nyata dalam 

melakukannya.
29

 

Dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 16 yaitu: 

            

  

artinya:‚Dan terhadap dua orang melakukan perbuatan keji diantara kamu 

maka beri hukuman untuk keduanya kemudian jika keduanya 

bertaubat dan memperbaiki diri maka biarkan mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan maha 

penyayang.‛
30

 

 

3. Jenis-jenis Turut Serta 

a. Turut Serta Berbuat Jari<mah Secara Langsung 

Turut serta secara langsung dapat terjadi apabila orang-orang yang 

melakukan jari<mah dengan nyata. Pengertian melakukan jari<mah 

dengan nyata yaitu tiap orang yang turut serta masing-masing telah 

mengambil bagian secara langsung meskipun tidak sampai selesai. 

Jadi hanya dianggap sebagai turut serta langsung jika seseorang 

melakukan perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan 

                                                           
29 Ibid., 136. 
30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Jabal, 2010), 80. 
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jari>mah itu. Misalnya ada dua orang yaitu A dan B  ingin membunuh 

C. A memukul tengkuk leher C dengan kayu kemudian pergi, 

sedangkan B meneruskan sampai C mati. A tidak turut menyelesaikan 

jari<mah tersebut akan tetapi A telah melakukan permulaan 

pelaksanaan jari<mah pembunuhan. A dianggap sebagai sha>rik 

muba>shir  atau orang yang turut serta secara langsung. 

Selesai atau tidak dalam melakukan jari<mah, maka jari<mah 

tersebut tidak dapat mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang 

turut berbuat langsung. Hal yang berpengaruh yaitu pada 

hukumannya. 

Jika jari<mah itu selesai dan berupa jari<mah h}ad  maka perbuatan 

itu dihukum h}ad, tetapi apabila tidak selesai maka hanya dihukum 

ta’zi<r.31
 

Para Fukaha mempersamakan hukumannya baik turut berjuang 

langsung maupun turut berjuang tidak langsung, meskipun pembuat 

tidak turut melakukan sendiri unsur jari<mah.   

Mayoritas fuqaha yakni Malik, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, 

Syafi'i, al- Thawri, dan Abu Thawr mengatakan apabila beberapa 

orang melakukan pembunuhan terhadap satu orang maka mereka 

harus dibunuh. Pendapat ini merupakan pandangan dari ‘Umar bin 

Khatta>b. Beliau pernah mengatakan: 

‚Seandaianya penduduk San’a> bersepakat membunuh seseorang, 

saya akan membunuh mereka semuanya.‛
32

 

                                                           
31 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 139. 
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Adakalanya turut serta langsung dilakukan secara kebetulan 

bahkan direncanakan. Hal yang dilakukan secara kebetulan disebut 

tawa>fuq. Misalnya A bertengkar dengan B, tiba-tiba ada  C yang 

kebetulan lewat dan memiliki dendam kepada B. Perut B ditusuk 

menggunakan pisau oleh C sampai meninggal. Sebelumnya A dengan 

C tidak ada kesepakatan. Mereka bersama-sama membunuh B. 

Kerjasama yang dilakukan secara terencana disebut tama>lu’. Misalnya 

ada A yang bersepakat dengan B membunuh C. C diikat oleh A 

kemudian C dipukul hingga meninggal oleh B. A dan B dapat 

dianggap sebagai pelaku yang turut serta secara langsung.
33

 

Tawa>fuq merupakan beberapa orang yang melakukan kejahatan 

secara bersama tanpa adanya kesepakatan. Kejahatan itu dapat terjadi 

karena pengaruh psikologis dan pikiran yang datang tiba-tiba. Seperti 

kejahatan ketika berlangsungnya demonstrasi yang tanpa 

direncanakan sebelumnya untuk melakukan kejahatan. Kasus seperti 

ini para pelaku hanya bertanggung jawab atas perbuatannya masing-

masing. 

Tama>lu’ merupakan kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu 

orang dengan adanya rencana terlebih dahulu. Contoh tama>lu’ yaitu 

seperti pembunuhan oleh sekelompok yang telah direncanakan ada 

                                                                                                                                                                
32 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam. . . , 78. 
33 Ibid., 139. 
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yang mengikat dan ada yang memukul atau menembak maka mereka 

semua bertanggung jawab atas kematian si korban.
34

 

Para pelaku pada tama>lu’ yang bersepakat melakukan jari<mah itu 

dan menginginkan jari<mah itu terwujud serta saling membantu dalam 

melaksanakannya. Apabila terdapat dua orang yang bersepakat 

membunuh orang ketiga, kemudian dua orang tersebut pergi lantas 

yang satu mengikat orang ketiga dan yang lain memukul kepalanya 

hingga mati maka kedua-duanya bertanggung jawab atas 

kematiannya.
35

 

Para fukaha mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam 

mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan (tawa>fuq), atau 

memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya (tama>lu’). 

Pertama para peserta berbuat karena dorongan pribadinya dan 

pikirannya yang timbul ketika itu, seperti yang sering terjadi pada 

kerusuhan atau perkelahian secara keroyokan. Kasus seperti ini, 

pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatannya 

masing-masing, sesuai dengan kaidah: ‚Setiap orang yang turut serta 

berbuat jari<mah dalam keadaan tawa>fuq dituntut berdasarkan 

perbuatannya masing-masing.‛
36

 

 

 

                                                           
34 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 17. 
35 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam. . . , 140. 
36 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam) 

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 25. 
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b. Turut Serta Secara Tidak Langsung 

Turut serta tidak langsung, menurut Ahmad Hanafi adalah sebagai 

berikut: ‚setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain 

untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh 

(menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dengan disertai 

kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi 

bantuan.‛
37

 

Turut berbuat jari<mah yang tidak langsung adalah seperti orang 

yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Menurut 

para ulama dalam kasus ini di kalangan mazhab Maliki, Syafi’i, dan 

Ahmad, orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku 

pembunuhan. Hal ini dikarenakan orang yang disuruh itu hanyalah 

alat yang digerakkan oleh si penyuruh.
38

 

Turut serta tidak langsung bisa terjadi dengan jalan adanya 

kesepakatan (kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya maka tidak ada 

turut berbuat), adanya menghasut atau membujuk (bujukan itu 

menjadi pendorong untuk dilakukannya tindak pidana), dan adanya 

memberi bantuan (si pembantu tindak pidana ini hanya menolong 

pelaku dengan perbuatan-perbuatan  tidak ada sangkut pautnya 

dengan perbuatan terlarang atau sebagai pelaksanaan terhadap 

perbuatan itu). Orang yang menghasut ini adalah orangtua terhadap 

                                                           
37 Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam. . . , 111.  
38 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam) (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2000), 18. 
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anaknya, atau guru terhadap muridnya, maka hal itu dianggap sebagai 

paksaan.
39

 

Turut berbuat jari>mah tidak langsung (isytira>k ghayr al -muba>shir) 

adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain 

untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau 

menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan 

tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan 

menyuruh serta memberi bantuan. Adanya keterangan tersebut kita 

mengetahuibahwa unsur-unsur turut secara tidak langsung itu ada tiga 

macam, yaitu:
40

 

1) Adanya perbuatan yang dapat dihukum terwujudnya turut serta 

tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat 

dihukum. Perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai melainkan 

cukup walaupun baru percobaan saja juga tidak disyaratkan pelaku 

langsung harus dihukum pula. 

2) Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya 

itu dapat terjadi. Terwujudnya turut serta tidak langsung, juga 

disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar 

dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu perbuatan itu 

dapat terjadi. Apabila tidak ada tindak pidana (jari<mah) tertentu 

yang dimaksud, maka orang tersebut dianggap turut berbuat 

dalam semua tindak pidana (jari<mah) yang terjadi apabila tindak 

                                                           
39 Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 128. 
40 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 144. 
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pidana telah ditentukan tetapi yang terjadi bukan tindak pidana 

yang telah ditentukan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat turut 

berbuat dengan cara disepakati yang dapat dijatuhi hukuman. 

3) Perbuatan dapat diwujudkan dengan kesepakatan, memberi 

bantuan,dan menyuruh. Turut berbuat tidak langsung atau isytira>k 

ghayr al-muba>shir  bisa terjadi dengan jalan:
41

 

a) Persepakatan, terjadi karena adanya saling pengertian dan 

kesamaan kehendak untuk melakukan keadaan jari<mah. 

Jari<mah yang terjadi harus merupakan akibat dari persepakatan 

itu, dan apabila tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak 

ada turut berbuat jari<mah. Apabila seseorang dengan orang 

lain telah sepakat mencuri kambing kemudian pemilik 

kambing dipukul oleh pembuat langsung atau mencuri 

kambing yang bukan milik orang yang dituju maka tidak ada 

persepakatan atas jari<mah yang telah terjadi. Berarti 

persepakatan itu tidak dapat dihukum karena persepakatan itu 

sendiri merupakan perbuatan maksiat. Terjadinya turut 

berbuat suatu jari<mah maka harus dari akibat persepakatan. 

Imam Malik berpendapat apabila ada kesepakatan antara satu 

orang dengan orang lain, yang satu menjadi pembuat langsung 

sedang yang lain tidak berbuat tetapi hanya menyaksikan 

                                                           
41 Ibid., 144. 
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pelaksanaan jari<mah itu maka orang yang menyaksikan 

dianggap sebagai kawan berbuat langsung. 

b) Menyuruh, maksudnya menyuruh orang lain untuk melakukan 

suatu jari<mah dan membujuk menjadi pendorong untuk 

melakukan jari<mah. 

c) Memberi bantuan, maksud dari memberi bantuan kepada orang 

lain dalam melaksanakan jari>mah hal ini dianggap kawan 

berbuat tidak langsung, meskipun sebelumnya tidak ada 

kesepakatan.Seperti hanya mengamati jalan agar memudahkan 

pencurian.Perbedaan memberi bantuan dengan pembuat 

aslinya adalah pembuat asli merupakan orang yang mencoba 

melakukanpekerjaan yang dilarang. Memberi bantuan tidak 

berbuat tetapi hanya menolong pembuat asli dengan perbuatan 

yang tidak ada sangkutnya dengan perbuatan yang dilarang.
42

 

c. Perhatian Fuqaha Terhadap Turut Serta Jari<mah 

Para Fuqha hanya membicarakan hukum turut berperan langsung, 

sedangkan hukum turut berbuat tidak langsung tidak disinggung. Hal  

ini dikarenakan menurut syariat Islam hukuman telah ditentukan 

hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat langsung bukan orang 

yang turut berbuat tidak langsung. Aturan itu telah diterapkan secara 

teliti oleh Imam Abu Hanifah. 

                                                           
42 Ibid., 146. 
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Fuqaha yang lain mengecualikan jarimah pembunuhan 

penganiayaan dan ketentuan aturan umum yakni kedua jari<mah ini, 

baik pembuat langsung maupun pembuat tidak langsung dijatuhi 

hukuman. Kedua jari<mah tersebut dapat dikerjakan secara langsung 

dan tidak langsung sesuai dengan sifat dari jari>mah itu sendiri. 

Apabila kita berpegang seluruhnya terhadap aturan tersebut maka 

banyak pembuat tidak langsung akan terhindar dari hukuman, padahal 

pembuat tidak langsung sebenarnya turut serta melakukan jari<mah 

tersebut seperti pembuat langsung.
43

 

Sesuai dengan aturan tersebut pembuat tidak langsung yang turut 

melakukan jari<mah diancam hukuman tertentu, maka tidak dikenakan 

hukuman itu sendiri karena hukuman itu hanya diberikan 

kepadapembuat langsung. Kata lain turut berbuat tidak langsung yang 

termasuk jari<mah ta'zi>r meskipun perbuatan yang dilakukan 

termasukjari<mah h{udu>d, qis{a>s{, maupun diya>t. Para Fuqaha tidak 

membicarakan secara khusus tentang‚turut berbuat tidak langsung, 

karena perbuatan tersebut bukan jari<mah h{udu>d, qis{a>s{. Jari<mah h{udu>d 

qis{a>s{ yang mendapat perhatian dari mereka, sebab jari<mah ini dapat 

terjadi dengan berbuat langsung atau tidak langsung. Pembicaraan 

dari mereka dapat diambil aturan tentang perbuatan ikut serta yang 

pada umumnya aturan tersebut tidak kalah pada hukum positif.
44

 

                                                           
43 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam. . . , 138. 
44 Ibid., 138. 
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d. Pertalian Antara Perbuatan Langsung Dengan Perbuatan Tidak 

Langsung 

Perbuatan langsung jika berkumpul dengan perbuatan tidak 

langsung dalam satu jari<mah, menurut deskripsi Muslich dengan 

mengutip pandangan Awdah, pertalian antara keduanya ada tiga, 

yaitu: 

1) Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung 

apabila perbuatan langsung tidak berlawanan dengan hukum. 

Seperti halnya memberikan persaksian palsu yang menyebabkan 

putusan hakim untuk memvonis hukuman mati kepada tersangka. 

Memberikan persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung.  

2) Perbuatan secara langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak 

langsung apabila perbuatan langsung memutus daya kerja 

perbuatantidak langsung. Seperti halnya orang menjatuhkan orang 

lain ke jurang, kemudian orang ketiga datang dan membunuh 

orang tersebut dalam jurang. 

3) Perbuatan keduanya tersebut seimbang. Hal ini dapat terjadi 

karena daya kerja keduanya sama kuat seperti orang memaksa 

orang lain melakukan pembunuhan. Orang yang memaksa adalah 

yang menggerakkan pelaku langsung untuk membunuh. Apabila 

tidak ada orang yang memaksa, orang kedua tidak akan berbuat, 
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namun jika tidak ada orang kedua, belum tentu paksaan orang 

pertama dapat mengakibatkan pembunuhan.
45

 

Menurut Imam Malik dan beberapa ulama mazhab Hambali, orang 

yang menahan maupun yang membunuh langsung, keduanya dianggap 

sebagai pembunuh langsung. Perbuatan langsung dan tidak langsung 

tersebut sama-sama menimbulkan kematian korban/akibat perbuatan 

jari>mah tersebut. Apabila salah satu dari keduanya tidak ada, 

perbuatan itu tentu tidak menimbulkan kematian. Perbedaannya 

bukan kepada siapa pembuat langsung dan siapa pembantu, akan 

tetapi apakah perbuatan tidak langsung tersebut sama dengan 

perbuatan langsung atau tidak. 

Meskipun kawan berbuat mengurungkan hasutan atau 

persepakatan maupun bantuannya, tetapi suatu jari<mah terjadi dari 

pembuat langsung, maka kawan berbuat tidak dapat dihukum. 

Halyang telah diperbuatnya tidak menjadi sebab terjadinya jari<mah. 

Khusus mengenai hasutan, kawan berbuat baru dimaafkan apabila 

penghasut dapat menunjukkan bahwa dia telah menghapuskan 

pengaruh atas terjadinya jari<mah.
46

 

e. Pertalian Sebab Akibat Antara Turut Berbuat Dengan Jari<mah 

Turut berbuat dianggap ada apabila ada pertalian sebab akibat 

dengan terjadinya jari<mah. Bentuk turut berbuat terdapat 

kesepakatan, maka jari<mah yang terjadi merupakan akibat dari 

                                                           
45 Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam. . . , 114. 
46 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam. . . , 148. 
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persepakatan tersebut, begitu juga pada cara turut berbuat lainnya. 

Apabila seseorang karena tipu muslihatnya membawa orang lain pergi 

ke suatu tempat, supaya di tempat itu orang ketiga dapat 

membunuhnya, tetapi orang ketiga tidak muncul di tempat yang 

ditentukan, kemudian orang pertama membiarkan orang kedua pulang 

ke rumahnya. 

Seseorang karena tipu muslihatnya membawa orang lain pergi ke 

tempat tertentu, agar di tempat itu orang ketiga dapat membunuhnya, 

akan tetapi orang ketiga tersebut tidak muncul di tempat yang telah 

ditentukan itu, kemudian orang pertama membiarkan orang kedua 

pulang ke rumahnya. Orang ketiga ini mengetahui apa yang terjadi 

kemudian orang ketiga ini pergi ke rumah orang kedua dan 

membunuhnya di rumah itu, maka orang pertama yang menghasutnya 

tadi tidak dianggap sebagai kawan berbuat/pemberi bantuan, karena 

tidak ada pertalian sebab akibat antara perbuatannya dengan jari<mah 

yang terjadi, meskipun ada kualifikasi lain orang pertama dapat 

dijatuhi hukuman. 

1) Turut berbuat tidak langsung dengan jalan tidak berbuat 

Bentuk turut berbuat tersebut yaitu persepakatan dan 

hasutan (perbuatan nyata). Memberi bantuan tidak langsung 

memang berupa sikap tidak berbuat seperti orang melihat 

sekelompok penjahat yang membunuh orang lain, kemudian orang 
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tersebut hanya melihat dan mendiamkannya serta tidak 

menyelamatkannya. 

Menurut kebanyakan Fuqaha, mendiamkan pada contoh 

tersebut tidak dianggap memberi bantuan kepada pembuat jari<mah 

meskipun dapat dianggap bantuan dari segi moril namun tidak 

bisa dianggap bantuan perbuatan tidak langsung dari segi 

kepidanaan. Pemberian bantuan dapat dihukum apabila saling 

mengerti antara pemberi bantuan dengan pembuat langsung dan 

jari<mah yang terjadi dikehendaki oleh pemberi bantuan tersebut. 

Berdiam diri pada contoh tersebut dikarenakan takut dan tidak 

menghendaki jari<mah yang terjadi. 

Fuqaha lainnya membedakan antara orang yang sanggup 

menahan terjadinya jari<mah atau menyelamatkan korban dengan 

orang yang tidak sangup. Orang yang sanggup maka dapat 

dituntut dari segi kepidanaan sebagai peserta dan pembantu, 

sedangkan orang yang tidak sanggup ia tidak dapat disalahkan 

karena tidak bisa berbuat lain. 

2) Turut berbuat ‚sadar kemungkinan akibat‛ 

Kawan berbuat diharuskan mempertanggungjawabkan 

terhadap jari<mah yang diperbuat oleh pembuat asli, meskipun 

jari<mah tersebut lebih besar daripada yang dimaksud oleh kawan 

berbuat. Apabila seseorang menyuruh orang lain memukul pelan 

ke orang ketiga namun pukulannya tersebut sangat kuat hingga 
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mengakibatkan kematian, maka orang pertama sebagai kawan 

berbuat tidak saja bertanggung jawab atas pemukulan tersebut 

saja, tetapi atas kematian semi sengaja karena kematian korban 

adalah hal yang mungkin terjadi dalam pemukulan tersebut.
47

 

f. Hukuman Penyertaan Dalam Hukum Pidana Islam 

1) Hukuman bagi pelaku turut serta melakukan jari<mah 

Terjadinya turut serta berbuat langsung yaitu apabila 

seseorang melakukan perbuatan yang dianggap permulaan 

pelaksanaan jari<mah yang cukup dianggap maksiat, jika seseorang 

melakukan percobaan jari<mah tidak selesai atau selesai, maka 

tindakannya berpengaruh pada hukumannya bukan berpengaruh 

pada orang ikut serta langsung. Tetapi apabila jari<mah yang 

dikerjaan itu selesai dan jari<mah nya berupa h}ad, maka pelaku 

dijatuhi hukuman ha}d, dan sebaliknya jika tidak selesai maka 

pelaku dijatuhi hukuman ta’zi<r.48
 

Menurut syariat Islam, banyak atau sedikit atau banyaknya 

pembuat jari<mah tidak berpengaruh pada besarnya hukuman yang 

dijatuhkan. Apabila masing-masing melakukan jari<mah sendiri, 

meskipun masing-masing ketika bersama-sama dengan lainnya 

tidak melakukan semua bagian dari perbuatan yang menimbulkan 

akibat yang terjadi.   

                                                           
47 Ibid., 150. 
48 Sahid, Epistimilogi Hukum Pidana  (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 83. 
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Masing-masing dalam jari<mah dapat terpengaruh oleh 

keadaan dirinya sendiri. Seperti cara terjadinya perbuatan, 

keadaan dan niatnya pembuat. Bisa jadi pembuat yang sama 

dianggap sebagai penganiayaan bagi seseorang, sebagai pembelaan 

diri bagi pembuat kedua, sebagai tindakan peringatan bagi 

pembuat ketiga atau bisa salah seorang pembuat gila sedangkan 

yang lain akalnya sehat, sengaja berbuat, dan berbuat karena 

khilaf. Semua keadaan seperti itu mempengaruhi terhadap berat 

ringannya hukuman, karena orang yang membela diri/memberi 

peringatan tidak dapat dihitung dan orang yang khilaf lebih ringan 

daripada orang yang sengaja berbuat.   

Pengaruh keadaan-keadaan perbuatan tersebut tidak 

menimbulkan pengaruh pada kawan berbuat yang tidak 

mengalami keadaan yang sama. 

Apabila seseorang melukai orang lain untuk membela diri, 

kemudian orang ketiga datang dan sengaja membunuh orang lain 

hingga mati, maka pembuat pertama tidak dijatuhi hukuman 

karena pembelaan diri diperbolehkan. Pembuat kedua yang 

membunuh tadi dijatuhi hukuman pembunuhan sengaja. 

Hukumannya tidak dapat dipengaruhi oleh pembuat pertama tadi 

yang melakukan pembelaan dan diperbolehkan melukai orang 

lain.
49

 

                                                           
49 Ahmad Hanafi, Asas asas Hukum Pidana Islam. . . , 142. 
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Aturan pokok tersebut telah disepakati oleh para Fuqaha. 

Terdapat perbedaan pendapat atas penerapan peraturan jari<mah 

h{udu>d dan qis{a>s{. Pangkal perbedaan tersebut adalah penerapan 

aturan lain tentang menghindari hukuman h}add dikarenakan ada 

subhat. Bagi yang memakai asas terakhir (subhat), bahwa kawan 

berbuatnya dalam jari<mah itu terpengaruh oleh keadaan 

kawannya, baik keadaan perbuatan itu sendiri/keadaan perbuatan 

dan niatnya.
50

 

2) Hukuman bagi pelaku tidak turut serta melakukan jari<mah 

Hukuman bagi pelaku turut serta melakukan jari<mah 

Menurut Imam Malik, kawan berbuat tidak langsung dapat 

dianggap sebagai pembuat langsung jika ia menyaksikan 

terjadinya jari<mah dan jika pembuat asli tidak sanggup 

melaksanakan/kerja sama dengan orang lain.
51

 

An-Nasa’i, Imam Malik, dan Ibnu Laila berpendapat bahwa orang 

yang memegangi korban dalam kasus pembunuhan, dikenai hukuman 

qis{a>s{  karena dianggap sebagai pelaku pembunuhan juga. Menurut An-

Nasa’i, Imam Malik, dan Ibnu Laila bahwa pembunuhan tersebut 

tidak akan terjadi tanpa keterlibatan orang yang memegangi korban.
52

 

Apabila perbuatan pembuat langsung sesuai dengan yang 

dimaksud pembuat tidak langsung yang mana perbuatannya berupa 

                                                           
50 Ibid., 142. 
51 Ahmad Hanafi, Asas asas Hukum Pidana Islam. . . , 150. 
52 Ibid., 57. 
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jari<mah ta’zi<r atau h{udu>d, qis{a>s{, maka masing-masing mendapat 

hukuman seperti yang dibahas di atas. Keadaan pembuat tidak 

langsung berpengaruh pada dirinya sendiri dan tidak mempengaruhi 

hukuman pembuat langsung. Hal ini seperti apabila pembuat pertama 

masih dibawah umur/ gila.
53

 

Lebih jelasnya dalam memahami turut serta tindak pidana dalam 

hukum pidana Islam, maka penulis akan memaparkannya melalui 

tabel: 

Hukum Pidana 

Islam 
Jenis Turut Serta Jenis  Tindak 

Pidana 

- 
Turut berbuat 

langsung 

a. a. Turut serta 

b. b. Menyuruh 

Turut berbuat 

tidak langsung 

a. a. Membujuk 

b. b. Membantu 

- 

Ancaman 

Hukuman 

Sama dengan 

pelaku (h{udu>d 

dan  qis{a>s{) 

Tidak sama 

dengan pelaku 

(pidana ta’zi<r) 

Tindak 

pidana 

h{udu>d, dan 

qis{a>s} 

Ancaman 

Hukuman 

Sama dengan pelaku (pidana 

ta’zi<r) hakim mempunyai 

kewenangan untuk memutuskan 

berat ringannya 

Tindak 

pidana ta’zi<r 

 

Tabel di atas diterangkan bahwasanya pada jenis jari<mahh{udu>d 

dan qis{a>s{, turut berbuat langsung maka hukumannya sama dengan 

pelaku yaitu h{udu>d, qis{a>s{. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, 

hukumannya tidak sama dengan pelaku yaitu ta’zi<r. Pada jari<mah 

ta’zi<r, turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, 

hukumannya sama dengan pelaku jari<mah ta’zi<r  yaitu hakim 

                                                           
53 Ibid., 152. 
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berwenang memutuskan berat/ringannya hukuman yang dijatuhkan 

pada pelaku. 

 

C. Percobaan AborsiDalam Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Percobaan Aborsi 

Secara etimologis, percobaan atau permulaan dalam bahasa arab 

adalah al-shuru>’. Dalam hukum pidana, istilah ini disebut jari<mah al-

shuru>’ (delik percobaan). Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian 

dan perzinahan, ungkapan ini disebut delik percobaan pencurian atau 

perzinaan. Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan 

maksud melakukan (jinayah atau janhah), tetapi perbuatan tersebut tidak 

selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya 

dengan kehendak pelaku.
54

 

Para ulama tidak banyak membahas tentang percobaan melakukan 

tindak pidana karena perbuatan ini termasuk jari<mah ta’zi<r  yang banyak 

berubah sesuai ruang dan waktu, kebiasaan serta karakter suatu 

masyarakat. Mereka lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada 

masalah tindak pidana yang unsur dan syaratnya tidak mudah berubah, 

seperti jari<mah h{udu>d/qis{a>s, diya>t.55 

Dalam hukum Islam abortus atau aborsi dikenal dengan ungkapan 

al–ijha<d atau Ishqat al-Haml, yang berarti menjauhkan, mencegah, atau 

dengan kata lain didefinisikan sebagai keluarnya atau gugurnya 

                                                           
54 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum. . . , 60. 
55 A. Djazuli, Fiqh Jinayah. . . , 21. 
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kandungan dari seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 

minggu. 

Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak 

dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab 

itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin 

yang sedang dikandung (aborsi), apalagi aborsi tersebut tanpa alasan yang 

sah atau dikuatkan oleh tim medis.
56

 

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa percobaan 

aborsi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang atau perseorangan 

untuk melakukan suatu tindakan yaitu percobaan aborsi, yang mana 

tindakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana atau belum sepenuhnya 

selesai. 

 

2. Dasar Hukum Percobaan 

Untuk jari<mah h{udu>d dan qis{a>s, menurut hukum pidana Islam, 

jari<mah yang selesai tidak dapat disamakan dengan jari<mah yang tidak 

selesai (percobaan). Ketentuan ini berdasarkan hadits Rasulullah: 

‚Barang siapa yang mencapai hukuman h}add, bukan jari<mah h{udu>d, maka 

ia termasuk orang yang melampaui batas.‛ 

 

Percobaan melakukan zina tidak boleh dihukum dengan h{add zina, 

yaitu seratus kali jilid atau rajam. Perccobaan pencurian tidak boleh 

dihukum dengan h{add pencurian, yaitu potong tangan. Demikian dengan 

percobaan melakukan pembunuhan, tidak boleh dihukum dengan 

                                                           
56 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), 70. 
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hukuman mati. Oleh karena itu, hukuman untuk jari<mah percobaan adalah 

hukuman ta’zi<r. Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman untuk 

percobaan tercantum dalam pasal 53 ayat (2) KUHP: 

(1) Maksimum pidana pokok yang diancam atas kejahatan atau 

dikurangi sepertiganya. 

(2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau 

penjara seumur hidup maka dijatuhkan pidana penjara selama-

lamanya lima tahun. 

 

 

3. Unsur-unsur atau Fase-fase Percobaan 

Seseorang yang melakukan jarimah itu setidak-tidaknya melalui 

tiga fase, yaitu fase pemikiran, fase persiapan dan fase pelaksanaan. 

Untuk mengetahui sampai dimana suatu perbuatan percobaan dapat 

dihukum maka kita harus membagi fase-fase pelaksanaan jari<mah. 

Pembagian fase-fase ini sangat penting, karena hanya pada salah satu fase 

saja, pelaku dapat dituntut dan dikenakan hukuman, sedangkan pada fase-

fase yang lainnya tidak dapat dituntut. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan diatas macam-macam fase maka penjelasannya sebagai 

berikut:
57

 

a. Fase Pemikiran atau Perencanaan (marh}alah} al-tafki<r) 

Pada fase ini, memikirkan atau merencanakan berbuat jari<mah 

belum dapat dikategorikan telah berbuat jari<mah karena perbuatan 

tersebut bukan merupakan perbuatan maksiat. Karena seseorang tidak 

dapat di tuntut atau dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat 

yang terkandung dalam hatinya. 

                                                           
57 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah. . . , 179. 
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Ketetntuan ini sudah terdapat dalam syariat Islam sejak mulai 

diturunkannya tanpa mengenal pengecualian. Akan tetapi, hukum 

positif baru mengenalnya pada abad ke 18 masehi, yaitu sesudah 

revolusi perancis.
58

 

b. Fase Persiapan (marh}alah} al-tah}dhi<r) 

Pada fase ini, posisi perbuatan ditentukan oleh sifat dari 

perbuatannya. Perbuatan percobaan dapat dikategorikan perbuatan 

jari<mah jika perbuatan tersebut termasuk perbuatan maksiat. Suatu 

perbuatan dapat dikategorikan perbuatan maksiat jika perbuatan 

tersebut telah melanggar hak-hak Allah (jama<’ah) dan hak-hak 

manusia. 

Pada fase ini terdapat dua kemungkinan. Pertama, kegiatan 

persiapan belum dikategorikan perbuatan jari<mah jika kegiatan 

persiapan tersebut bukan maksiat. Kedua, kegiatan persiapan 

dikategorikan perbuatan jari<mah jika kegiatan persiapan tersebut 

termasuk perbuatan maksiat.
59

 

c. Fase Pelaksanaan (marh}alah} al-tanfi<dz) 

Pada fase ini terdapat beberapa kemungkinan. Pertama, 

seluruh rangkaian kegiatan percobaan belum dikategorikan perbuatan 

jari<mah karena bukan perbuatan maksiat. Kedua, diantara rangkaian 

dalam melakukan kegiatan percobaan tersebut dapat dikategorikan 

perbuatan jari<mah karena termasuk perbuatan maksiat. Ketiga, 

                                                           
58 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam. . . , 12. 
59 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah. . . , 179. 
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diantara rangkaian tersebut dapat dikategorikan jari<mah h}udu<d atau 

qisa<s, walaupun bukan jari<mah h}udu<d atau qisa<s yang dimaksudkan. 

Keempat, kegiatan pelaksanaan ini sudah sampai pada jari<mah h}udu<d 

atau qisa<s yang dimaksud.
60

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Ibid., 180. 
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BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg TENTANG TINDAK PIDANA MEMBANTU 

PERCOBAAN ABORSI 

 

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Palembang 

Pengadilan Negeri Palembang adalah Pengadilan Negeri berstatus kelas 

1A yang berada dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Wilayah 

hukumnya meliputi daerah kota Palembang. 

Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang memiliki Visi dan Misi 

mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang 

ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Palembang, Visi tersebut adalah: 

‚Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung‛ 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan 

Visi yang ditetakan agar tujuan organisasi tersebut dapat terlaksana juga 

terwujud dengan baik. Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri 

Palembang menetapkan Misi sebagai berikut: 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan. 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 
 

 

 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. 

 

B. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Percobaan Aborsi 

Dalam skripsi ini, akan dijelaskan bagaimana terungkapmya terdakwa 

melalukan tindak pidana percobaan aborsi dan dengan cara apa kejadian tindak 

pidana percobaan abors tersebut, isi pokok dari kasus tindak pidana percobaan 

aborsi ini adalah: 

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 

WIB, saat Terdakwa sedang praktek di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di 

Jalan Sudirman No. 102 Palembang, datang Nurmiyati Alias Mia Binti Jon 

Hendri (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai pasien Terdakwa, saat itu 

Nurmiyati Alias Mia mengatakan bahwa ia telah hamil dan ingin menggugurkan 

kandungannya, dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan Nurmiyati Alias 

Mia untuk menggugurkan kandungannya dengan tarif sebesar Rp.2.300.000,- 

(dua juta tiga ratus ribu rupiah). 

Kemudian setelah bersepakat, Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia 

untuk berbaring di tempat tidur pasien lalu memeriksa kondisi kesehatan 

Nurmiyati Alias Mia yaitu berupa pengecekan kondisi tensi darah/tekanan darah, 

kondisi jantung dan paru-paru, juga riwayat penyakit Nurmiyati Alias Mia 

seperti penyakit jantung, maag dan keputihan. Namun Nurmiyati Alias Mia 

menyatakan bahwa dirinya tidak ada penyakit jantung dan maag hanya ada 

penyakit keputihan saja, lalu Terdakwa juga memeriksa kondisi kandungan 
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Nurmiyati Alias Mia, dan mengatakan bahwa saat itu kandungan Nurmiyati 

Alias Mia berusia kurang lebih 1 (satu) bulan dan dapat digugurkan dengan cara 

diberi suntikan, dan Nurmiyati Alias Mia pun tidak berkeberatan atas tindakan 

tersebut. 

Setelah Terdakwa memberikan vitamin Neurotonic melalui suntikan 

kepada Nurmiyati Alias Mia sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di bagian pantat sebelah 

kiri dan sebelah kanan, selain itu Terdakwa juga memberikan obat yang akan 

dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia yaitu obat merk Cytosol Misoprostol yang 

dimasukkan ke dalam kapsul obat warna hijau putih sebanyak 9 (sembilan) butir 

yang dimakan pada pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul, dan 

keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan siang 

harinya sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dengan maksud agar dosisnya menjadi 

tinggi, obat merk Formuno sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan obat merk 

Dasabion sebanyak 3 (tiga) butir kapsul yang dimakan 1 (satu) jam setelah 

makan obat Cytosol Misoprostol masing-masing 1 (satu) butir kapsul. Dan saat 

itu Terdakwa mengatakan bahwa dengan suntikan dan obat-obatan yang 

diberikan kepada Nurmiyati Alias Mia akan mengeluarkan gumpalan darah atau 

janin melalui alat kelamin Nurmiyati Alias Mia, namun jika sampai keesokan 

harinya belum ada gumpalan darah yang keluar maka Terdakwa meminta agar 

Nurmiyati Alias Mia harus datang kembali ke tempat praktek Terdakwa. 

Pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, setelah semua obat yang 

diberikan oleh Terdakwa dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia namun tidak ada 

gumpalan darah yang keluar. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Nurmiyati Alias 
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Mia kembali datang ke tempat praktek Terdakwa, dan saat itu Nurmiyati Alias 

Mia mengatakan bahwa ia telah memakan semua obat yang diberikan kepadanya 

sesuai dengan petunjuk Terdakwa namun darah yang keluar hanya sedikit. Lalu 

Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien 

dan memeriksa kembali kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia dengan cara 

meraba perut atau kandungan Nurmiyati Alias Mia kemudian mengatakan bahwa 

janin Nurmiyati Alias Mia masih ada, lalu Terdakwa akan menyuntikkan kembali 

vitamin Neurotonic, namun sebelumnya Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia 

untuk buang air kecil, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel 

yang diantaranya Beben Bentar Hery Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan Daniel 

Nataldo Lubis yang langsung mengamankan Terdakwa dan Nurmiyati Alias Mia 

yang sedang berusaha menggugurkan kandungan Nurmiyati Alias Mia. 

Selanjutnya Terdakwa, Nurmiyati Alias Mia bersama dengan barang bukti 

dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

Berdasarkan keterangan Ahli M. Asrul, SSI Apoteker yang merupakan 

Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, menyatakan bahwa obat Cytosol Misoprostol 

merupakan obat tukak lambung yang termasuk kategori obat keras yang 

digunakan untuk orang yang sakit maag, yang tidak boleh dikonsumsi oleh 

seorang ibu hamil karena memiliki kontra indikasi membuat keguguran meskipun 

dengan dosis terapi atau satu tablet. Menurut Keterangan Ahli M. Asrul, SSI 

Apoteker ini sejalan dengan pendapat dr. H. M. Zailani, Sp. OG yang 

menyatakan bahwa efek samping Cytosol Misoprostol adalah perasaan demam, 

menggigil, nyeri perut hebat, pendarahan pervaginam, abortus lengkap atau tidak 
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lengkap serta sesak nafas berat, dan ibu hamil muda yang mengkonsumsi obat 

Cytosol Misoprostol akan mengakibatkan keguguran. 

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/20/I/2018/RUMKIT 

tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. LIDIA A., sebagai Dokter 

Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal Tujuh 

bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah memeriksa seorang 

perempuan yang bernama NURMIATI Binti JHON HENDRI, umur Dua Puluh 

Tiga Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jln. 

Sukajadi Lrg. Arjuna Nomor Nol Enam RT. Nol Tiga RW. Nol Lima Kec. 

Baturaja Timur Kab. Baturaja, dengan hasil pemeriksaan : 

Fakta-fakta dari pemeriksaan pertama kali : 

1. Keadaan Umum 

a. Denyut Nadi : delapan puluh per menit. 

b. Pernapasan : dua puluh kali per menit. 

c. Tekanan Darah : seratus dua puluh per delapan puluh millimetre air 

raksa. 

d. Suhu Badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius. 

2. Kelainan-kelainan Fisik 

a. Bagian luar tubuh : tidak ada kelainan. 

b. Bagian dalam tubuh : tidak ada kelainan. 

3. Kelainan-kelainan pada Organ Seksual 

a. Bibir besar : tidak ada kelainan. 

b. Bibir kecil : tidak ada kelainan. 
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c. Selaput dara : tidak utuh. 

d. Rambut kelamin : tidak ada kelainan. 

e. Lain-lain : tidak ada kelainan. 

Fakta dari pemeriksaan penunjangyaitu sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan mikroskopik sperma (Vagina Swab) : tidak diperiksa. 

2. Pemeriksaan USG : Positif ( + ) Hamil Sembilan Minggu. 

3. Laboratorium : Tes Kehamilan Positif ( + ) dan VDRL (tes penyakit 

kelamin) Negatif ( - ). 

Fakta-fakta yang dapat memberi petunjuk Pelaku persetubuhan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Jejas Gigitan : tidak ada. 

2. Mani : tidak ada. 

3. Rambut kepala : tidak ada. 

4. Darah : tidak ada. 

5. Lain-lain: tidak ada. 

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah 

mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

1. Keterangan Saksi-saksi 

a. Saksi Daniel Nataldo Lubis 

Saksi Daniel Nataldo Lubis dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan, bahwa saksi dengan rekannya menangkap terdakwa 

tersebut  pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 
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Wib di tempat praktek terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak 

eks Klinik Yayasan Muhamad Ali, yang beralamat di jalan Jendral 

Sudirman No.102 Palembang. 

Saksi menangkap terdakwa dikarenakan terdakwa kedapatan 

melakukan aborsi, mengugurkan janin atau memisahkan janin orang lain, 

yang menjadi korbanya adalah sdr. Nurmiati Als Mia, cara saksi 

melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu dengan cara saksi dan 

rekan saksi melakukan penyamaran dengan berpakaian preman dan 

menangkap tangan terdakwa yang sedang melakukan tindak pidana 

aborsi. 

Selain itu ada beberapa barang bukti yang saksi dapatkan pada 

saat menangkap terdakwa yaitu  30 tablet  CYTOSOL MISOPROSTOL, 

10 capsul yang berisi CYTOSOL MISOPROSTOL, 1 kotak Invitec, 13 

suntikan, 1 set alat kedokteran sprila kid dari bahan stenlis, 41 botol 

OKSITOSIN ampul, 3 kotak SPORETIK, 1 bungkus kapsul kosong, 2 

buah botol cairan NEUROTROPIC yang telah dipakai, 1 botol 

BENODON yang telah dipakai, 1 botol RECODRYL yang sudah 

dipakai, dan satu buah surat rekam medis/kartu berobat an. Sdr Mia. 

b. Saksi Beben Bentar Hery Sutrisno, Sip,  

Saksi Beben Bentar Hery Sutrisno dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan, bahwa benar saksi melakukan penagkapan 

terhadap terdakwa yaitu bersama dengan ke 2(dua) rekan saksi 

diantaranya sdr. Daniel Nataldo Lubis. Yang saksi dan rekan saksi 
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tangkap adalah terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak, saksi 

dan rekan saksi menangkap terdakwa tersebut  pada hari Rabu tanggal 6 

Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat praktek terdakwa Dr. 

Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak eks klinik yayasan Muhamad Ali, 

yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.102 Palembang, saksi 

menangkapterdakwa dikarenakan terdakwa kedapatan melakukan aborsi, 

mengugurkan janin atau memisahkan janin orang lain, yang menjadi 

korbanya adalah sdr. Nurmiati Als Mia. 

Obat yang diberikan oleh terdakwa kepada korban terdiri dari obat 

yang diminum dan ada yang di suntikkan kepada korban, terdakwa 

berprofesi sebagai dokter umum di klinik yayasan Muhamad Ali dan 

terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka praktek sebagai dokter 

spesialis kandungan dan spesifikasi dari pemerintah, namun terdakwa 

hanya memiliki izin untuk membuka praktek sebagai dokter umum. 

Sebelumnya saksi sempat menanyakan kepada wanita tersebut akan 

berobat apa dan wanita tersebut menjawab bahwa ia akan menggugurkan 

janinnya juga. Alat yang digunakan untuk melakukan aborsi tersebut 

saksi tahu dari ibu saksi  karena ibu saksi  seorang bidan dan kalau obat-

obat itu saksi menanyakan dengan farmasi. 

 

2. Keterangan Saksi Ahli 

Adapun keterangan dari saksi ahli, yaitu Dr. H. M Zailani Sp. Og, 

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa benar 
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saksimerupakan seorang dokter specialis kandungan, menurut saksi aborsi 

adalah segala upaya, baik melalui pemberian obat- obatan tertentu atau 

tindakan tertentu yang bertujuan mengakhiri kehamilan, baik berindikasi 

medis mapun yang tidak ada indikasi medis, aborsi bisa dilakukan dengan 

alat, dan kalau zaman dahulu untuk melakukan aborsi dimasukkan pohon 

jarak ke kelamin si ibu. 

Barang bukti yang ditperlihatkan dalam persidangan tersebut ada 

jenis obat yang bisa menggugurkan janin. Kemudian dokter umum tidak 

bisa melakukan aborsi/ menggugurkan janin dengan barang bukti 

tersebut, namun dokter umum hanya bisa menggunakan untuk 

mengetahui hamil atau tidak.  Dokter spesialis boleh melakukan aborsi/ 

menggugurkan janin bila untuk kesehatan dan atas pertanggungjawaban 

keluarganya dilihat dari kondisi janin. Efek samping dari obat tersebut 

yaitu demam, menggigil, pendarahan pervaginam, nyeri perut yang hebat 

dan bisa menggugurkan kandungan kalau dosisnya tinggi, adapun 

beberapa macam obat yang dapat menggugurkan kandungan yaitu: 

a. Obortis dimana janin yang dapat gugur sendiri tanpa ada tindakan 

apapun. 

b. Obortis Faminest dimana  ibu hamil yang hanya mengeluarkan flek. 

c. Cytosol Misoprostol dimana keluar darah  mau gugur tapi belum 

keluar. 

d. Obortis komplit semua keluar dari rahim; 
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Menurut saksi ahli, yang berhak melakukan aborsi provokatus 

tersebut ada 3 (tiga) orang tim yaitu, dokter kandungan, psikiater dan 

dokter penyakit dalam. Aborsi bisa tapi harus dilakukan di dalam ruangan 

operasi dan juga harus ada SOPnya, kalau tidak ada SOPnya atau 

melanggar  SOP berarti tidak sesuai/ dapat dikatakan tidak benar dan itu 

melanggar kode etik kedokteran. Yang boleh mengeluarkan resep obat-

obatan tersebut adalah dokter, karena setiap obat-obatan harus sesuai 

dengan resep yang dokter berikan dimana obat-obat tersebut ada kontra 

indikasinya dan semua dokter pasti tahu. Selain itu, menurut saksi ahli 

kalau seorang dokter sudah tahu bahwa obat-obatan tersebut memiliki 

kontra indikasi, tapi masih tetap memberikan obat-obatan tersebut 

kepada pasiennya, berarti ia sudah melanggar kode etik kedokteran  

dalam UU No. 23/2001 (kesat). 

Saksi ahli juga mengatakan bahwa aborsi boleh dilakukan 

sepanjang memenuhi persyaratan. Yang disebut dengan anak dalam 

kandungan itu dari usia yaitu janin (masih dalam kandungan), bayi sedang 

1 (satu) tahun dan anak (diatas 1 (satu) tahun. Selanjutnya, dokter umum 

dilarang menggunakan sedotan untuk koret itu dan tidak boleh ada di 

dokter umum,  karena sedotan tersebut tidak sesuai dengan SOPnya. 

Atas keterangan saksi Ahli tersebut di atas, terdakwa tidak 

keberatan dan membenarkan. 
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3. Keterangan Saksi Mahkota 

Selain dari saski ahli, juga terdapat saksi mahkota Nurmiyati Als 

Mia Binti Jon Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, 

bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 6 

Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat praktek terdakwa 

sendiri di klinik yayasan Muhamad Ali, yang beralamat di jalan Jendral 

Sudirman No.102 Palembang, terdakwa ditangkap oleh Polisis bersama 

saksi sendiri, saksi merupakan pasien yang datang ke praktik dokter 

tersebut untuk minta dibantu dilakukan aborsi dikarenakan saksi hamil. 

Saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi atas dasar karena pada saat itu 

saksi mau menggugurkan janin saksi di klinik yayasan Muhamad Ali 

tempat  praktek terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak. 

Saksi menggugurkan janinnya di karenakan masih kuliah dan 

belum menikah dan  juga takut dengan orang tuanya jika mengetahui 

bahwa saksi hamil. Sebelumnya, saksi  sudah tahu kalau sedang hamil 

karena sudah terlambat datang bulan dan sudah di periksa oleh bidan. 

Saksi datang ke dokter di tempat klinik yayasan Muhamad Ali tersebut 

bersama dengan teman cowok/pacar saksi. Cowok/pacar  saksi  tahu 

karena sudah dijelaskan bahwa saksi sudah telat datang bulan selama 

tujuh minggu. Sebelumnya, dokter bertanya terlebih dahulu kepada teman 

cowok/pacar saksi apakah setuju janin saksi  untuk digugurkan. Kemudian 

alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menggugurkan janin saksi  yaitu 

dengan alat suntikan dan saksi dikasih obat 9 kapsul, yang mana obat 
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tersebut harus diminum dengan cara 3 butir saat malam, 3  butir saat pagi 

dan 3 butir pada saat siang hari. Setelah saksi dikasih obat oleh terdakwa 

tersebut lalu saksi pulang dan minum obat tersebut sesuai dengan aturan 

yang disarankan oleh terdakwa, namun obat tersebut tidak berhasil untulk 

menggugurkan janin saksi. 

Kemudian beberapa hari setelah itu saksi datang kembali dan 

mengatakan bahwa obat tersebut tidak berhasil menggugurkan janin 

saksi, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia akan memberikan 

suntikan kembali kepada saksi, namun selumnya saksi terlebih dahulu 

disuruhnya untuk buang air kecil dulu, dan ketika saksi  mau buang air 

kecil tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dan langsung menangkap 

saksi dan terdakwa. 9 kapsul obat yang diberikan oleh terdakwa kepada 

saksi yaitu terdiri dari 3 macam obat, dimana dari masing-masing obat 

tersebut gunanya untuk menggugurkan, anti body dan vitami untuk 

stamina; - Bahwa benar usia kandungan saksi  yaitu 1 (satu) bulan. Yang 

telah membuat saksi  hamil yaitu sdr. Dodi Irwansyah, dan biaya yang 

saksi keluarkan untuk menggugurkan janin tersebut sebesar Rp 

2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). 
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C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang 

Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Percobaan Aborsi 

Dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di 

persidangan, pada Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Tentang Tidak 

Pidana Percobaan Aborsi dijelaskan terdapat 2 pertimbangan Majelis Hakim. 

Pertimbangan pertama berkaitan dengan dakwaan alternatif yang menjerat 

Terdakwa yaitu Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 

Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah : Setiap orang; 

mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak 

yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan 

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; jika niat untuk itu telah ternyata 

dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan 

semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pada kasus ini Hakim 

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan yang kedua 

dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas tersebut. Hal ini dasarkan pada fakta di 

persidangan, alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. 

Pertimbangan kedua yaitu terkait bahwa Majelis Hakim tidak 

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik 

sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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D. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan 

Didalam suatu putusan selalu dicantumkan atau disebutkan tetang 

keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut adalah 

hasil dari pengamatan hakim selama berjalannya persidangan. Keadaan yang 

memberatkan suatu kedaan dimana hakim melihat ada perbuatan Terdakwa yang 

dapat memberatkan Terdakwa dalam menerima hukuman. Sedangkan keadaan 

yang meringankan adalah suatu keadaan dimana hakim melihat suatu hal yang 

dapat meringankan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa Dr. Wim 

Ghazali  Bin H. Wahni Warak baik itu aspek sosiologis maupun aspek hukum. 

Dalam kasus dengan Terdakwa Dr. Wim Ghazali  Bin H. Wahni Warak 

sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim 

memberikan hasil pengamatannya tentang keadaan yang meringankan dan 

memberatkan. 

Keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa tidak sesuai 

dengan sumpah dan kode etik terdakwa yang berprofesi sebagai dokter, 

perbuatan terdakwa beresiko mengakibatkan keguguran dan beresiko tinggi 

mengakibatkan kematian, didalam persidangan terdakwa mengakui telah 

menjalani praktik sebagai dokter sejak tahun 1972 dan dimuka persidangan 

terdakwa mengatakan sudah sering melakukan praktik aborsi dan tidak dapat 

diingat lagi berapa kali terdakwa melakukan praktik aborsi. Sedangkan keadaan 

yang meringankan adalah Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, 

mengaku bersalah dan menyesal telah mencoreng nama baik profesi dokter. 
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Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga memperhatikan kedua hal 

tersebut, karena itu termasuk dalam pertimbangan hakim. 

 

E. Amar Putusan 

Setelah melihat fakta-fakta di persidangan, keterangan para saksi, barang 

bukti serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi kepada 

Terdakwa yaitu sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Wim Ghazali  Bin H. Wahni Warak tersebut, 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana ‚Pencobaan melakukan aborsi‛; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Wim Ghazali  Bin H. Wahni 

Warak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) 

tahun; 

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Mencabut izin praktik terdakwa 

sebagai dokter sebagaimana izin praktik nomor: 456/IPD/845/DPMPTSP- 

PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter 

gigi atas nama dr. Wim Ghazali yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh 

Atas Nama Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pidana Tambahan pasal 10 hurup b 

KUHPidana); 

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
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6. Menetapkan agar barang bukti berupa : 

a. 30 (tiga puluh) kota obat merk Cytosol Misoprostol yang berisi tiap 

kotak 30 tablet Cytosol Misoprostol; 

b. 10 (sepuluh) capsul yang berisi Cytosol Misoprostol; 

c. 1 (satu) kotak merk Invitec – 13 Jarum suntik; 

d. 1 (satu) set alat kedokteran sprila kid dari bahan stenlis; 

e. 41 (empat puluh satu) botol Oksitosin ampul; 

f. 3 (tiga) kotak obat merk Sporentik; 

g. 1 (satu) bungkus kapsul kosong 2 (dua) buah botol cairan merk 

neurotropic yang telah dipakai; 

h. 1 (satu) botol merk Benodon yang telah dipakai; 

i. 1 (satu) botol merk Recodryl yang sudah dipakai; 

j. 1 (satu) jarum suntik yang sudah terpakai; 

k. 2 (dua) lembar rekam medis / kartu berobat atas nama Nurmiati dan 

angga; 

l. 1 (satu) lembar asli surat ijin praktik walikota palembang Nomor : 

456/IPD/845/DPMPTSP-PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang 

izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. Wim Ghazali yang 

ditandatnagni dan dikeluarkan oleh Atas Nama Walikota Palembang 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Nurmiyati alias 

Mia Binti Jon Hendri 
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7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.5.000.- (lima ribu  rupiah). 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  DALAM PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI PALEMBANG NOMOR 1106/PID.SUS/2018/PN.PLG TENTANG 

TINDAK PIDANA MEMBANTU PERCOBAAN ABORSI 

 

A. Analisis Hukum Positif  Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Tentang Tindak 

Pidana Percobaan Aborsi 

Hal yang paling terpenting dalam memutus perkara adalah kesimpulan 

atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu hakim harus bisa 

menggali dan memahami nilai-nilaihukum yang berlaku berdasarkan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana di 

Indonesia dikenal 2 dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan 

tindak pidana khusus. Tindak pidana tersebut mempunyai peraturan perundang-

undangan masing-masing. Tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang sering kita kenal dengan KUHP, sedangkan tindak 

pidana khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus, 

misalnya Undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-undang peradilan anak 

dan Undang-undang khusus lainnya. 

Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan 

mengenai tindak pidana aborsi yaitu berupa Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Aatas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
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Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 juga menetapkan 

sanksi maksimum terhadap orang perseoranganataukorporasi yang melakukan 

tindakan pelanggaran terhadap tindak pidana tersebut. Jika melanggar peraturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi pidana dan 

sanksi denda. 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

1106/Pid.Sus./PN.Plg tentang Percobaan Aborsi yang dilakukan oleh terdakwa 

Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak, ada beberapa pertimbangan hakim, yaitu: 

Pertimbangan pertama berkaitan dengan dakwaan alternatif yang 

menjerat Terdakwa yaitu Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah : 

1.  Setiap orang; 

Bahwa yanag dimaksud dengan ‚setiap orang‛ dalam hal ini 

disamakan dengan ‚Barang siapa‛, yaitu pelaku atau subyek hukum 

pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung 

jawabkan perbuatannya sebagaiamana didakwakan kepadanya. Pada 

persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas 

terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah 

membenarkannya. Terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. 
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2. Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan aborsi 

terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara 

yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Bahwa unsur dengan sengaja berarti juga adanya kehendak yang 

disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka 

berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu 

dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan 

mengetahui atau biasa disebut dengan willens en wetens. Yang 

dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan 

dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah 

menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau 

haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. 

Dalam kasus ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 

keterangan terdakwa, terdakwa memang benar telah melakukan perbuatan 

melawan hukum berupa percobaan melakukan aborsi yang bermula pada 

hari selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat 

di ruang praktek Dr. Wim Ghazali di Yayasan Dr. Muhuammad Ali lantai 

2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang, yang mana perbuatan terdakwa 

belom sampai selesai dikarenakan terdakwa sudah lebih dulu ditangkap 

oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya Beben 

Bentar Hery Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan Daniel Nataldo Lubis di 

tempat praktek terdakwa. Menurut saksi Beben Bentar Hery Sutrisno 

bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 
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bersama dengan ke 2 (dua) rekan saksi diantaranya sdr. Daniel Nataldo 

Lubis. Yang saksi dan rekan saksi tangkap adalah terdakwa Dr. Wim 

Ghazali Bin H. Wahni Warak, saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa 

tersebut  pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 

Wib di tempat praktek terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak 

eks klinik yayasan Muhamad Ali, yang beralamat di jalan Jendral 

Sudirman No.102 Palembang, saksi menangkapterdakwa dikarenakan 

terdakwa kedapatan melakukan aborsi, mengugurkan janin atau 

memisahkan janin orang lain, yang menjadi korbanya adalah sdr. 

Nurmiati Als Mia (dalam berkas perkara terpisah). 

Obat yang diberikan oleh terdakwa kepada korban terdiri dari obat 

yang diminum dan ada yang di suntikkan kepada korban, terdakwa 

berprofesi sebagai dokter umum di klinik yayasan Muhamad Ali dan 

terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka praktek sebagai dokter 

spesialis kandungan dan spesifikasi dari pemerintah, namun terdakwa 

hanya memiliki izin untuk membuka praktek sebagai dokter umum. 

Sebelumnya saksi sempat menanyakan kepada wanita tersebut akan 

berobat apa dan wanita tersebut menjawab bahwa ia akan menggugurkan 

janinnya juga. Alat yang digunakan untuk melakukan aborsi tersebut 

saksi tahu dari ibu saksi  karena ibu saksi  seorang bidan dan kalau obat-

obat itu saksi menanyakan dengan farmasi. 

Kemudian, menurut saksi ahli aborsi adalah segala upaya, baik 

melalui pemberian obat-obatan tertentu atau tindakan tertentu yang 
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bertujuan mengakhiri kehamilan, baik berindikasi medis mapun yang 

tidak ada indikasi medis, aborsi bisa dilakukan dengan alat, dan kalau 

zaman dahulu untuk melakukan aborsi dimasukkan pohon jarak ke 

kelamin si ibu. 

Barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut ada 

jenis obat yang bisa menggugurkan janin. Kemudian dokter umum tidak 

bisa melakukan aborsi/ menggugurkan janin dengan barang bukti 

tersebut, namun dokter umum hanya bisa menggunakan untuk 

mengetahui hamil atau tidak.  Dokter spesialis boleh melakukan aborsi/ 

menggugurkan janin bila untuk kesehatan dan atas pertanggungjawaban 

keluarganya dilihat dari kondisi janin. Efek samping dari obat tersebut 

yaitu demam, menggigil, pendarahan pervaginam, nyeri perut yang hebat 

dan bisa menggugurkan kandungan kalau dosisnya tinggi. 

Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 

tersebut diatas, maka unsur ‚mencoba melakukan kejahatan dengan 

sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan 

dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan‛ telah terpenuhi. 

3.  Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan 

tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena 

kehendaknya sendiri.  

Perkataan ‚permulaan pelaksanaan‛itu bukan berarti hanya 

ditujukan kepada ‚pelaksanaan dari maksud jahat sipelaku‛, dalam 
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pengertian bahwa didalamnya juga terkandung pengertian setiap 

perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan maksud tersebut, 

walaupun mungkin benar bahwa dengan perbuatan itu kejahatan yang 

dimaksud tidak akan dapat diselesaikan. 

Untuk adanya suatu percobaan yang dapat dihukum dinyatakan 

bahwa maksud dari si pelaku itu telah ternyata dengan adanya suatu 

permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut 

diatas, maka unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya 

permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan 

semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri 

Pada kasus ini hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti 

melanggar dakwaan yang kedua dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas 

tersebut. Hal ini dasarkan pada fakta di persidangan, alat bukti, keterangan saksi 

dan keterangan terdakwa. 

Pertimbangan kedua yaitu terkait bahwa Majelis Hakim tidak 

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik 

sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu 

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatka dan yang 

meringankan Terdakwa. 
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Hal-hal yang memberatkan: 

Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan sumpah dan kode etik terdakwa 

yang berprofesi sebagai dokter, perbuatan terdakwa beresiko mengakibatkan 

keguguran dan beresiko tinggi mengakibatkan kematian, didalam persidangan 

terdakwa mengakui telah menjalani praktik sebagai dokter sejak tahun 1972 dan 

dimuka persidangan terdakwa mengatakan sudah sering melakukan praktik 

aborsi dan tidak dapat diingat lagi berapa kali terdakwa melakukan praktik 

aborsi.  

Hal-hal yang meringankan: 

Dalam perkara ini terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, 

mengaku bersalah dan menyesal telah mencoreng nama baik profesi dokter. 

Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka 

terbuktilah menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam 

dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 

Putusan hakim, hakim memutus dengan pidana penjara selama 4 (empat) 

tahun dan hukuman tambahan berupa mencabut izin praktik terdakwa sebagai 

dokter sebagaimana izin praktik nomor : 456/IPD/845/DPMPTSP- PKK/2017, 

tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. 

Wim Ghazali. 

Dari beberapa uraian tersebut, penulis memiliki beberapa pendapat, yaitu: 
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1. Sesuai unsur-unsur diatas perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Dan mengingat dalam Pasal 77A UU RI 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, 

ancaman hukuman sudah ditentukan, yaitu di pidana dengan  pidana 

penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 ( Satu Miliyar rupiah ). 

2. Dalam penjatuhan hukuman, hakim tidak memutuskan adanya denda. 

Yang dalam amar putusan ditetapkan hanya penjara dan pencabutan surat 

izin praktek. Padahal dalam ketentuan Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, ancaman 

hukuman sudah ditentukan, yaitu di pidana dengan  pidana penjara paling 

lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(Satu Miliyar rupiah). 

Dalam hal ini hakim harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam 

hukum pidana dalam menentukan sanksi pidana, terutama pada asas legalitas 

yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang berbunyi: 

‚Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 

ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.‛ 

 

Maksudnya adalah bahwa ketika hakim dalam memutuskan suatu perkara 

harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Ketika tidak sesuai 
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dengan ketentuan Undang-undang, maka hakim sudah melanggar ketentuan. 

Dalam hal ini hakim merupakan corong Undang-undang. Artinya hakim harus 

menerapkan hukum yang ada berdasarkan teks Undang-undang. 

Kemudian membahas mengenai pidana denda, efektifitas pidana denda 

yangada di Indonesia ini sudah berjalan cukup lama. Bahkan pidana denda 

termasuk dalam pidana tertua. Pidana denda terdapat dalampasal 10 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana denda juga bisa dipandang 

sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Mengingat tujuan 

pemidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan denda hakim 

harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata. 

Dari semua analisa diatas, berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana 

maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan 

aborsi. Dan menurut penulis, penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim 

tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dalam  Pasal 77A UU RI 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. 

 

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 

Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Percobaan 

Aborsi di Palembang 

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin, dimana dalam setiap 

memutuskan sebuah hukum selalu mengutamakan prinsip keadilan. Dalam Islam, 

seorang hakim memiliki kewenangan yang tinggi dalam memutuskan sebuah 
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perkara, hakim harus menerapkan prinsip keadilan dan tidak memandang kepada 

siapa hukum itu diputuskan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam al-

Quran surat Al-Maidah ayat 8: 

        

      

    

Artinya: ‚hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.‛
1
 

 

Dari ayat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa penegakan hukum harus 

dilakukan dengan benar dan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan tanpa 

memandang siapa pelakunya, hukum tidak boleh bersifat tebang pilih karena 

semua sama dihadapan hukum. Hukum harus berlandaskan pada keadilan. 

Siapapun yang menjadi saksi harus memberikan kesaksian dengan benar, adil dan 

tanpa memandang siapapun, serta sifat kebencian terhadapyang lain tidak boleh 

dijadikan alasan untuk tidak berbuat adil. 

Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum islam sendiri. Prof. Zaenuddin 

ali menjelaskan dalam bukunya bahwa tujuan hukum islam bila dilihat dari 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-quran Terjemah Indonesia, (Bandung: penerbit Jabal, 2010), 511. 
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ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, yang 

tertulis didalam al-Quran dan hadis adalah memberikan segala manfaat dan 

menanggulangi hal-hal yang buruk dari kehidupan manusia. Tujuan agar tercipta 

keamanan dan kesejahteraan bagi semua umat. Dengan kata lain, tujuan hukum 

Islam adalah untuk kemaslahatan umat.
2
 

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada 

tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan 

dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan itu 

mempunyai akibat tertentu.
3
 Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, 

orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban. 

Para Fuqaha dalam hukum pidana Islam memberikan pembedaan antara 

orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut 

sha>rik mubashi>r, perbuatannya disebut isytira>k mubashi>r. Orang yang tidak turut 

berbuat secara langsung dalam melaksanakan jari>mah disebut sha>rik mutasabbib 

dan perbuatannya disebut isytira>k ghayr al-mubashi>r atau isytira>k bi al-

tashabbub. Perbedaan kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi 

kawan nyata dalam melaksanakan jari<mah, sedangkan orang kedua menjadi sebab 

adanya jari<mah. Baik karena janji-janji menyuruh, menghasut, atau memberikan 

bantuan tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya. 

Hukum pidana Islam dalam menentukan ancaman hukuman, membedakan 

antara turut berbuat secara langsung dan turut berbuat tidak langsung. Selain itu 

juga membedakan antara tindak pidana h{udu>d qis{a>s{ dengan tindak pidana ta’zi<r. 

                                                           
2 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13. 
3
 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 175. 
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Orang yang turut berbuat langsung dalam tindak pidana h{udu>d qis{a>s{ yaitu 

diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku yaitu hukuman h{udu>d qis{a>s{. 

Sedangkan orang yang turut berbuat tidak langsung, maka ancaman hukumannya 

tidak sama dengan pelaku yaitu diancam dengan hukuman ta’zi<r. Apabila jari<mah 

yang diperbuatnya itu selesai, sedang jari<mah itu berupa jari<mah h{ad , maka 

perbuatan tersebut dihukum h{ad, namun apabila tidak selesai maka hanya 

dihukum ta’zi<r. 

Dalam hukum pidana Islam juga tidak ada penjelasan yang membahas 

secara khusus terkait kasus membantu percobaan aborsi. Akan tetapi hal itu tidak 

berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk 

melarang tindak pidana membantu percobaan aborsi. Kejahatan tindak pidana 

membantu percobaan aborsi ini termasuk dalam kategori jari<mah qisa<s, yaitu 

yang jenis kejahatannya menghilangkan nyawa seseorang. Maka jenis hukuman 

yang dijatuhkan yaitu jari<mah ta’zi<r. Karena unsur-unsur jari<mah qisa<s diya<t 

tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih 

dianggap syubhat. 

Sanksi ta’zi<r yang berkaitan dengan pidana ta’zi<r rmeliputi 3 (tiga) 

macam, yaitu: 

1. jari<mah h}udu<d atau qisa<s-diya<t yang tidak memenuhi syarat akan dikenai 

atau dijatuhi sanksi ta’zi<r. Contohnya yaitu percobaan pencurian, 

percobaan pembunuhan, percobaan perampokan dan percobaan perzinaan. 

2. Jari<mah ta’zi<r yang jenis jari<mahnya sudah ditentukan oleh nash al-

Qur’an dan hadits, tetapi sanksinya oleh syar’i diserahkan kepada 
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penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, riba, mengingkari janji, 

mengkhianati amanat dan menghina agama. 

3. Jari<mah ta’zi<r dan jenis sanksinya yang secara penuh menjadi wewenang 

penguasa atau ulil amri demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam 

hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya 

pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, penipuan, lalu lintas, 

dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya, dan lain-lain.
4
 

Berdasarkan pembagian tindak pidana ta’zi<r tersebut, maka membantu 

percobaan aborsi termasuk dalam kategori tindak pidana ta’zi<r yang pertama, 

yaitu tindak pidana h}udu<d  atau qisa<s  yang dikukuhkan oleh al-Qur’an dan hadis, 

tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman h}ad atau qisa<s. 

Sanksi ta’zi<r  yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang 

teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta’zi<r ditentukan 

kemaslahatannya. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik 

kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi 

korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku 

melakukan kejahatan.
5
 

Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jari<mah ta’zi<r adalah at- 

ta’zi<r yadu>r ma’a mashlahah artinya, hukum ta’zi<r didasarkan pada pertimbangan 

kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilandalam masyarakat. 

Percobaan melakukan tindak pidana atau dengan kata lain percobaan 

melakukan jari<mah dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan al-Syu<ru<’. 

                                                           
4
 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, . . . 180-181. 

5 Ibid., 181. 
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Dapat diketahui dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tindak 

pidana percobaan aborsi hanya dapat dijatuhi dengan hukuman ta’zi<r, hal ini 

dikarenakan terdakwa tidak sampai melakukan aborsi secara sempurna, hanya 

saja terdakwa sudah melakukan suntikan dan juga memberikan obat untuk 

diminum supaya janin yang ada didalam kandungan gugur. 

Dalam hukum pidana Islam percobaan jari<mah juga mempunyai fase-fase 

pelaksanaan jari<mah,
6
 fase pertama yaitu fase pemikiran dan fase perencanaan. 

Memikirkan dan merencanakan sesuatu jari<mah tidak dianggap maksiat yang 

dapat dijatuhi hukuman, karena menurut aturan dalam syariat Islam, seseorang 

tidak dapat dituntut karena lintasan hatinya atau niatan yang tersimpan dalam 

dirinya. 

Yang kedua yaitu fase persiapan, dimana dalam kasus ini terdakwa telah 

mempersiapkan obat untuk menggugurkan janin tersebut. Dalam hukum pidana 

Islam fase persiapan juga tidak dianggap sebagai maksiat yang dapat dijatuhi 

hukuman, kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai 

maksiat, seperti hendak melakukan aborsi dengan cara meminum obat atau yang 

lainnya. Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan sebagai jari<mah, ialah 

bahwa perbuatan seseorang yang bisa dihukum harus berupa perbuatan maksiat, 

dan maksiat itu baru terwujud apabila berisi pelanggaran-pelanggaran terhadap 

hak Tuhan dan hak manusia. 

Selanjutnya yaitu fase pelaksanaan, dimana dalam kasus ini terdakwa 

memulai jari<mah  dengan memberikan suntikan dan juga memberikan obat untuk 

                                                           
6 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam,  (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 121. 
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diminum agar supaya janin yang ada didalam kandungan tersebut gugur. Namun 

hal tersebut tidak sampai selesai atau terhenti karena terdakwa sudah ditangkap 

aggota kepolisian, bukan terhenti karena dirinya sendiri. Dalam fase ini 

perbuatan terdakwa dianggap sebagai jari<mah dan dapat dijatuhi hukuman, 

ketidak menjadi persoalan. 

Hukuman dalam jari<mah ta’zi<r tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, 

artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya 

kepada hakim (penguasa). Oleh karena itu dalam hukum pidana Islam sanksi 

yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut berupa hukuman kawalan (penjara 

kurungan). Batas terendah hukuman ini adalah satu hari,sedang batas tertinggi, 

ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa ulama menetapkan batas 

tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan 

dalam jari<mah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada 

penguasa berdasarkan maslahat. 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Dr. 

Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak dengan pidana penjara selama  4 (empat) 

tahun dan pidana tambahan berupa mencabut izin praktik terdakwa sebagai 

dokter sebagaimana izin praktik nomor : 456/IPD/845/DPMPTSP- PKK/2017, 

tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. 

Wim Ghazali. 

Dari jari<mah yang dilakukan terdakwa, penulis berpendapat hukuman 

yang tepat diberikan kepada terdakwa yaitu ta’zi<r, karena membantu percobaan 
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aborsi tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur’an dan hadis. Hukuman ta’zi<r 

yang diberikan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan 

sanksita’zi<r yaitu preventif, reprensif, kuratif dan edukatif. Karena 

bagaimanapun Islam menghendaki pelaku jari<mah untuk bertaubat. Namun 

kembali lagi pada penjelasan mengenai ta’zi<r bahwa sudah menjadi kewenangan 

ulil amri menjatuhkan hukuman. 

Dalam penjatuhan hukuman, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa ulil amri 

sebelum mejatuhkan hukuman harus mempertimbangkan berat kecilnya 

kejahatan yang dilakukan. Bila kejahatan yang dilakukan berat, maka makin 

berat pula hukumannya, dan disesuaikan dengan keadaan pelakunya, bagi 

pelakunya sering melakukan kejahatan maka sanksinya lebih berat. Hal ini 

dilakukan semata-mata untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan 

mencegahnya untuk tidak mengulanginya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor tentang tindak pidana 

percobaan aborsi, majelis hakim memutus terdakwa dengan dakwaan 

alternatif kedua dari jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal 77A UU RI 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Yakni 

menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana 

tambahan yakni berupa Mencabut izin praktik terdakwa sebagai dokter 

sebagaimana izin praktik nomor : 456/IPD/845/DPMPTSP- PKK/2017, 

tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. 

Wim Ghazali yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Atas Nama Walikota 

Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Pidana Tambahan pasal 10 hurup b KUHPidana). Dalam hal ini hakim 

memutus hukuman melanggar ketentuan Undang-undang, yang seharusnya 

terdapat dendanya yaitu maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) 

tanpa disertai alasan yang jelas. Padahal dari fakta-fakta hukum di 

persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan 
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pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri 

terdakwa. 

2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum 

hakim Pengadilan Negeri Palembang, hukuman bagi pelaku percobaan aborsi 

adalah hukuman jari<mah ta’zi<r. Dalam hal ini hakim memutus lebih tepat 

dikarenakan melihat dari beberapa pertimbangan kondisi pelaku. Pada 

dasarnya hukuman bagi pelaku pembunuh yaitu h}udu<d, namun apabila tidak 

terpenuhinya unsur dalam pembunuhan maka hal tersebut hukumannya adalah 

ta’zi<r. Dalam putusan nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg hukuman yang 

dijatuhkan kepada terdakwa merupakan ta’zi<r, mengingat salah satu fungsi 

dari ta’zi<r yaitu memberikan pembelajaran kepada terdakwa dan juga dengan 

dijatuhuinya hukuman tersebut agar terdakwa merasakan efek jera dari 

perbuatannya. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang dapat penulis sampaikan 

dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kepada para hakim agar lebih teliti dan lebih cermat dalam menangani suatu 

perkara. Karena dalam proses peradilan tidak semestinya terjadi salah 

menerapkan hukum, karena hukum sebagai pijakan utama dalam memeriksa, 

mengadili dan memutuskan suatu perkara. 
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2. Kepada masyarakat, agar senantiasa lebih mengerti bahwa tindak pidana itu 

bukan diukur dari hasil perbuatan tapi melainkan mencoba melakukan 

perbuatan pidana yang belum selesai atau percobaan melakukan tindak pidana 

itu juga dapat dijatuhi hukuman pidana. 
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